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ABSTRACT

ANALYSIS OF EARTH TAX POTENTIAL AND BUILDING OF URBAN
AND URNEY IN INCREASING REAL REGIONAL INCOME IN NUNUKAN
REGENCY

Yuliana
yuliananni@wyahoo.co.id

Graduate Studies Program
Universitas Terbuka

Since the transfer of land and rural and urban taxes from the Tax Office
Primary Tarakan to the Regional Government of Nunukan Regency in 2014
experienced a trend of declining revenue from year to year. To find out the
potential of revenue and inhibiting factors of tax revenue of the earth and rural
and urban buildings in Nunukan Regency, descriptive analysis was conducted
using four criteria proposed by Davey among others: Adequacy and Elasticity,
Justice, Administrative Ability and Political Agreement. Analysis of the 4 (four)
criteria illustrates that there is a large potential P2 PBB revenues indicated by
the increasing number of taxpayers from year to year, while the factors that most
influence the low UN revenues P2 is the low NJOP of the Earth as it still uses the
1994 provisions already not in accordance with the economic development in
Nunukan District, the process of updating the data that has not been maximized
and the process of distributing and collecting SPPT that has not been effective.

Keywords: PAD, PBB P2 and NJOP Earth.
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ABSTRAK

ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN NUNUKAN

Yuliana
yulianannk@yahoo.co.id

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Sejak peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan ke Pemerintah Daerah Kabupaten
Nunukan pada Tahun 2014 mengalami trend penerimaan yang menurun dari tahun
ke tahun. Untuk mengetahui potensi penerimaan dan faktor — faktor penghambat
penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten
Nunukan, maka dilakukan analisis secara deskriptif dengan menggunakan empat
kriteria yang dikemukakan oleh Davey antaralain : Kecukupan dan Elastisitas,
Keadilan, Kemampuan Administrasi, dan Kesepakatan Politis. Analisis terhadap 4
(empat) kriteri tersebut menggambarkan bahwa terdapat potensi penerimaan PBB
P2 yang besar ditandai dengan jumlah wajib pajak yang meningkat dari tahun ke
tahun, sementara faktor yang paling mempengaruhi rendahnya penerimaan PBB
P2 adalah rendahnya NJOP Bumi karena masih menggunakan ketetapan tahun
1994 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten
Nunukan, proses pemutakhiran data yang belum maksimal dan proses
pendistribusian dan penagihan SPPT yang belum efektif.

Kata Kunci: PAD, PBB P2 dan NJOP Bumi.
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TAPM yang berjudul Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
3.  Organisasi Tata Laksana
Objek penelitian ini adalah bagaimana Potensi Penerimaan Pajak Bumi
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam peningkatan Pandapatan
Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nunukan yang secara teknik dilaksanakan oleh
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah (BP2RD) Kabupaten Nunukan.
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kab. Nunukan
apabila dilihat dari pembentukannya masih tergolong baru, yang mana Dinas ini
terbentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Adapun Susunan
organisasi BP2RD terdiri dari :
4. Tugas Pokok dan Fungsi
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang
adalah sebagai berikut:
e.  Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan
mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang
serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh
satuan/unit kerja di lingkungan Badan Pcngelola.Pajz;k Dan Retribusi

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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f.  Bidang Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi mempunyai tugas
membantu Kepala Badan menyusun perencanaan operasional dan
melaksanakan pengelolaan urusan di bidang Perencanaan Pendapatan dan
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
g. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas
membantu Kepala Badan menyusun perencanaan operasional dan
melaksanakan pengelolaan urusan pendaftaran, pendataan dan penetapan
wajib pajak atas pajak daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
h. Bidang Bidang Penagihan dan Pelaporan

Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu

Kepala Badan menyusun kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta
melaksanakan program dan Kkegiatan pengelolaan urusan dibidang
penagihan, keberatan dan banding, Dana Transfer ke Daerah dan Lain-lain
Pendapatan yang Sah serta pelaporan pendapatan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.
Sumber Daya

a. Kondisi Umum Aparatur

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan per
memiliki aparatur sebanyak 37 orang per 30 Nopember 2016 dengan rincian

sebagai berikut:



43443 pdf
52

Tabel 4.1
Jumlah Aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Nunukan
No Aparatur JUMLAH %
1 ~ PNS 37 51
2 Kontrak/Honorer 35 49
3 Jumlah 72 100

Sumber : (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 2017)

Jumlah aparatur di atas, tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 35
orang tersebut pada kondisi hingga saat ini mengisi beberapa bidang dan
seksi atau sub bagian yang kekurangan sumber daya manusia, sebanyak 24
orang berada di Kabupaten Nunukan, sisanya 11 orang mengisi kantor UPT
Badan di Jakarta. Sementara itu berdasarkan jenis kelamin, jumlah aparatur
pria di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 29 orang
(atau sekitar 78%), sedangkan jumlah aparatur wanita sebanyak 8 orang
(atau sekitar 25%). Sedangkan jumlah aparatur berdasarkan jabatan
diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Nunukan yang menduduki Jabatan dan Staf Fungsional
Bulan Nopember Tahun 2016

No Jabatan/Staf Jumlah

1 Eselon I -

2 Eselon III 4 orang

3 Eselon IV 12 orang

4 Kepala UPT 1 orang

5 Staf Fungsional 20 orang
Jumlah 37 orang

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017




43443 .pdf
53

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan
menempati salah satu ruangan di lantai 2 Kantor Bupati Nunukan jalan sei
jepun sedadap Kabupaten Nunukan, dimana keadaan ruangan tidak
seimbang dengan jumlah aparatur yang ada saat ini. Dalam rangka
mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 3 bidang dan
Sekretariat, telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja (lihat pada
lampiran nomor 2)
¢. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah adalah perséntase pertumbubhan Pendapatan Asli
Daerah(PAD) yang mengacu pada indikator RPJMD Kabupaten Nunukan
2016-2017, merupakan indikator baru sejalan dengan pembentukan
Perangkat Daerah baru tahun 2016. Jadi saat ini realisasinya belum dapat
diuraikan. Namun indikator kinerja yang telah dicapai sejak Dinas
Pendapatan terbentuk tahun 2015 adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah

terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 43

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN FENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUST DAERAH KAB.NUNUKAN

_ B TARGETPDTARUN | REALISASI CAPAIAN | RASIO CAPAIAN TAHUN
NO | - . INDIKATORKINERIA | TaHR
5 2016 s 2016 2015 2016
T R T s s R R T N o
1 |Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah 465% W 92084 Wi 197% Wi

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017
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Rasio PAD = Realisasi Penerimaan PAD X 100 %

Target PAD

Maksud dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui berhasil

tidaknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai

tujuannya. Dari table diatas terlihat bahwa sejak tahun 2012 indikator ini

mengalami peningkatan. Pencapaian ini didapat dengan menerapkan metode

“jemput boja” yakni mendatangi langsung wajib pajak daerah untuk ditarik

pajaknya. Kendati dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa hambatan

antaralain:

1.

4.

Keadaan perckonomian secara global yang bersumber dari
ketidaksiapan ekonomi daerah yang memepengaruhi daya beli
masyarakat sehingga berdampak pada penurunan penghasilan
dunia usaha.

Masih adanya ketidakpatuhan  wajib _ pajak  terhadap
kewajibannya

Sebagian wajib pajak tidak mau mengikuti aturan ketentuan
besaran / nilai pajak yang sesuai peraturan daerah

Wajib pajak menerima usahanya tanpa melapor.

Dan berikut anggaran realisasi pendanaannya

Tabel 4.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENGELGLA PAJAK DAN RETRIBUS! DAERAH
KABNUNUKAN
) ) Realisasi Anggaran | Rasio antara Realisasi Rata -mafa
Uratsn Anggaran tahun dan Anggaran Pertombuhan -
T o 200855 ey B 2018 BTN 200658 ) Ansparan | T Realisasi
1 3 8 9 10 11
BELANJA TIDAKLANGSUNG 7,182,038,825.20 3,816,448,636.00 53.14% na na n/a
BELANJA LANGSUNG 6,201,517,326 4,985,873,293 80.40% na a na

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017
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Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi
penggunaan anggaran pada Badan Pengelola Pajak Daerah per 31 Desember
2016 adalah sebesar Rp. 4.000.143.057,00; (empat milyar seratus empat
puluh tiga ribu lima puluh tujub ropiah) atau 68,79%. Untuk belanja
langsung atau yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan
scbagaimana yang terlihat pada tabel dialokasikan sebesar Rp.
5.815.324.100; (lima milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus dua
puluh empat ribu seratus rupiah) atau 100%.

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang secara tidak langsung
terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi, sedangkan Belanja
Langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan produktivitas dengan

tujuan organisasi.
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Hasil dan Pembahasan

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
dalam Penigkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten
Nunukan

a. Kecukupan dan Elastisitas

Hasil penelitian terkait dengan komponen kecukupan dan elastisitas
dalam judul Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah terkait jumah penerimaan PBB P2 apakah
mencukupi untuk membiayai operasional pelayanan PBB P2 itu sendiri baik
yang dilakukan informan utama (key informan) maupun informan
pendukung adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kepala BP2RD mengatakan bahwa :

“Penerimaan Pajak PBB P2 di Kabupaten Nunukan dianggap
mencukupi, hal tersebut dapat dilihat dari indikator penerimaan PBB

P2 dari tahun 2014 s.d 2016 telah mencapai berdasarkan data yang

ada kalau diprosentasekan sebesar 90,21% dari target sebesar Rp.

4.757.412.000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat
ratus dua belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.291.844.548

(empat milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus empat

puluh empat lima ratus empat puluh delapan rupiah) dalam kurun tiga

(3) tahun terakhir”.

Pendapat dari informan tersebut diatas diperkuat dengan pendapat
yang dikemukakan oleh informan pendukung, sebagaimana yang
disampaikan oleh Kasubid Pendataan BP2RD Kabupaten Nunukan, yang
mengatakan bahwa :

“Cukup, itu bisa dilihat dari jumlah realisasi penerimaan Pajak

PBB P2 tentunya dari tahun 2014 sampai dengan 2016 lebih besar

dari pada pagu anggaran untuk operasional PBB P2, itu berdasarkan

data pagu dan realisasi walaupun realisasi penerimaan PBB yang

lebih kecil dibanding target”.

Kemudian informasi tersebut juga diperkuat oleh pernyataan yang
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dikemukakan oleh Kasubbid Penetapan BP2RD yang mengatakan bahwa :
“Sebenamya cukup walaupun penerimaan tersebut tidak mesti
untuk pembiayaan operasional PBB itu sendiri, karena proses
penerimaan hanya melalui rekening kas daerah jadi tidak mutlak
realisasi penerimaan PBB untuk itu, akan tetapi juga membiayai
kegiatan-kegiatan dalam APBD”.
Pernyataan ini juga diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan
oleh Kasubbid Penagihan dan Keberatan Banding yang mengatakan bahwa

“Cukup, tergantung perkembangan tahun karena setiap tahun
adakalanya penambahan kegiatan untuk program kegiatan PBB”.

Begitu halnya dengan tenaga Operator Consul (OC) BP2RD yang
bertanggungjawab terhadap data input maupun output wajib pajak dan objek
pajak, yang juga sependapat dengan informan-informan sebelumnya dan
mengatakan bahwa :

“Untuk tahun 2014 s/d tahun 2016 mencukupi untuk membiayai
operasional PBB berdasarkan besarnya pagu anggaran yang
ditetapkan untuk program dan kegiatan pelaksanaan PBB P2”.

Hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa indikator kecukupan dan
elastisitas potensi penerimaan pajak PBB P2 kabupaten Nunukan dianggap
mencukupi dilihat dari realisasi jumlah penerimaan yang lebih besar
dibandingkan dengan pagu anggaran operasional pengelolaan PBB P2 itu
sendiri. jurnlah penerimaan yang lebih besar dil;andingkan dengan jumlah
anggaran operasional pengelolaan PBB P2 tersebut Sesuai dengan teori
yang dikemukakan oleh Davey (1988: 40) bahwa kecukupan dan elastisitas
dapat dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan
agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran

pemerintah dan dasar pengenaan pajak yang berkembang secara otomatis.

Terdapat 2 (dua) sumber Penerimaan PBB P2 yaitu Wajib pajak lama



43443 pdf
58

dan wajib pajak baru, jika penerimaan PBB P2 yang bersumber dari Wajib
Pajak baru seharusnya terjadi kenaikan jumlah penerimaan PBB P2, namun
adanya beban piutang dengan ketetapan denda sebesar 2% setiap bulan atau
24% dalam setahun yang tidak terbayarkan sehingga menyebabkan realisasi
penerimaan yang semakin menurun.

Tabel. 4.5 Perbandingan Jumlah Penerimaan dan Potensi Tertunggak

Jumlah WP WP Rata-rata
No| Tabun |~ | WHT;tal Mem- Pen:rlinnlman penerimaan :::g M:;‘ Tertu Kk
Baru | Lama WP bayar per WP Bs ngea
1 | 2014 | 1,442 | 20,085 | 21,527 | 12,043 | 1,534,344,774 | 127,406 9,484 1,208,314,028
2 | 2015 | 3,516 | 22,592 | 26,108 | 14,658 | 1,385,226,730 94,503 11,450 | 1,082,060,722
3 | 2016 | 3,699 | 26,435 | 30,134 | 16,995 | 1,369,112,962 80,560 13,139 | 1,058,474,564

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Tahun 2017

Tabel di atas dapat dilihat bahwa berbanding terbalik antara jumlah
wajib pajak yang membayar PBB P2 dengan jumlah penerimaan PBB P2.
Dimana terjadi penambahan jumlah wajib pajak yang membayar sejak tahun
2014 sampai dengan tahun 2016, sementara disisi lain terjadi penurunan
jumlah penerimaan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Jumlah wajib pajak yang membayar tahun 2014 sebanyak 12.043
wajib pajak dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 1.534.344.774 (satu
milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu
tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), sementara pada tahun 2015 jumlah
wajib pajak yang membayar sebesar 14.658 wajib pajak atau terjadi
penambahan sebanyak 2.615 (dua ribu enam ratu lima belas) wajib pajak
dengan jumlah penerimaan yang dihasilkan dari pembayaran wajib pajak

tersebut sebesar Rp. 1.385226.730; (satu milyar tiga ratus delapan puluh
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lima juta dua ratus dua puluh epam tujuh ratus tiga puluh rupiah) atan
terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp. 149.118.044,- (seratus empat
puluh Sembilan juta seratus delapan belas ribu empat puluh empat rupiah),
hal yang sama juga terjadi pada tahun 2016 yaitu dengan penambahan
jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 2.337 wajib pajak atau
secara keseluruhan berjumlah 16.995 wajib pajak dengan nilai penerimaan
sebesar Rp. 1.369.112.962,- (satu milyar tiga ratus enam puluh Sembilan
juta seratus dua belas ribu Sembilan enam puluh duva rupiah) atau terjadi
penurunan penerimaan sebesar Rp. 16.113. 768 ,- (enam belas juta seratus
tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Untuk mengetahui penyebab penurunan penerimaan sementara jumlah
wajib pajak yang baru bertambah, maka dilakukan kembali wawancara
dengan OC BP2RD dan mengatakan bahwa:

“Terjadinya perbandingan terbalik antara jumlah wajib pajak
yang bertambah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan
jumlah penerimaan yang menurun sejak tahun 2014 sampai dengan
tahun 2016 disebabkan karena terdapat beberapa objek pajak yang
bernilai besar tidak terbayarkan di tahun berikutnya sehingga sangat
signifikan mempengaruhi jumlah penerimaan PBB P2. Sedangkan
wajib pajak yang bertambah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun
2016 berkategori kecil jika dilihat dari nilai objek pajaknya sehingga
tidak terlalu signifikan mempengaruhi jumlah penerimaan secara
keseluruhan, apalagi jika dibandingkan dengan penerimaan tahun
sebelumnya”.

Hasil wawancara diatas didapatkan informasi bahwa terjadinya
perbandingan terbalik antara jumlah penurunan penerimaan PBB P2 dengan
jumlah wajib pajak dari tahun 2014 samapi dengan tahun 2016 disebabkan
karena terdapat beberapa objek pajak yang berilai besar yang menunggak

di tahun berikutnya, sementara jumlah wajib pajak yang bertambah adalah
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wajib pajak yang objek pajaknya bernilai kecil dan tidak terlalu
mempengaruhi penerimaan PBB P2 secara keseluruhan.

Tabel 4.5 diatas terlihat bahwa Jumlah wajib pajak PBB P2 sebesar
21.527 (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh) wajib pajak, akan
tetapi jumlah wajib pajak yang membayar pajak hanya sebanyak 12.043
(dua belas ribu empat puluh tiga) wajib pajak sehingga masih terdapat wajib
pajak yang belum membayar atau menunggak dengan jumlah sebanyak
0.484 (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat) wajib pajak. Jika
jumlah wajib pajak yang menunggak tersebut melakukan kewajibannya
dengan membayar pajak sebesar rata-rata penerimaan Rp. 127.406,- (seratus
dua puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah), maka terdapat potensi
penerimaan pajak PBB P2 yang belum terbayarkan sebesar Rp. 1.
208.314.028 .- (satu milyar dua ratus delapan juta tiga ratus empat belas
ribu dua puluh delapan rupiah).

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2015 dimana dari 26.108 (dva
puluh enam ribu seratus delapan) wajib pajak masih terdapat 9.484
(Sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat) wajib pajak yang
menunggak, jika dikalikan dengan rata-rata penerimaan perwajib pajak
ditahun tersebut yaitu sebesar Rp.94.503,- (Sembilan puluh empat ribu lima
ratus tiga rupiah) maka potensi penerimaan pajak dari wajib pajak yang
tertunggak adalah sebesar Rp. 1. 082.060.722 (satu milyar delapan puluh
dva juta enam putuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Tahun 2016 jumlah wajib pajak yang menunggak sebanyak 13.139

(tiga belas ribu seratus tiga puluh _embilan) wajib pajak dari total wajib
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pajak sebanyak 30.134 (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat) wajib
pajak, jika dikalikan dengan rata-rata penerimaan perwajib pajak maka
terdapat potensi penerimaan sebesar Rp. 1.058.474.564,- (satu milyar lima
puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat lima ratus enam puluh
empat rupiah).

Kemudian peneliti kembali melakukan pertanyaan terhadap informan
utama (key informan) dan informan-informan pendukung yang masih
mempengaruhi komponen kecukupan dan elastisitas terkait upaya-upaya
yang sudah atau akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB P2.

Untuk melibat upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk
meningkatkan kecukupan pajak dilakukan wawancara dengan pengelola
pajak (BP2RD).

Berdasarkan hasil wawancara dari sumber data informan utama dan
pendukung diperoleh data sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala BP2RD yang mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan PBB P2
sebenarnya sudah dilakukan setiap tahun seperti melakukan sosialisasi
Perda dan perbup, kemudian memperbanyak informasi lagi kepada
masyarakat tentang penerbitan tanggal jatuh tempo baik melalui
radio, spanduk, mempersyaratkan PBB sebagai salah satu syarat
agunan Bank, juga Pembuatan BPHTB dan pembuatan sertifikat”.
Pernyataan yang dikemukakan oleh informan utama juga diperkuat

oleh informan pendukung, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasubbid
Pendataan BP2RD yang mengemukakan bahwa :

“Upaya yang sudah dan akan dilakukan untuk meningkatkan
penerimaan PBB P2 adalah yang pertama melakukan verifikasi
lapangan(verlap), untuk menjaring semua objek pajak PBB P2 yang

sesuai dengan Kondisi lapangan dan perbaikan luas tanah dan
bangunan bagi yang sudah ada, yang kedua menaikkan NJOP Bumi,
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karena selama ini belum pemah ada kenaikan NJOP Bumi sejak
peralihan dari KPP Tarakan ke kabupaten Nunukan sampai dengan
sekarang, yang ketiga melakukan penyisiran dari pintu ke pintu
setelah tanggal jatuh tempo SPPT PBB Tahun Anggaran berjalan dan
yang keempat melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan agar
wajib pajak sadar membayar pajak untuk pembangunan®,

Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh informan
pendukung diatas juga dikuatkan lagi dengan pernyataan yang dikemukakan
oleh Kasubbid Penetapan BP2RD yang mengatakan bahwa :

“Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pajak PBB P2
yaitu memaksimalkan pemutakhiran dengan melaksanakan Perlap
(sudah berjalan), Mengupdate NJOP dengan menggunakan tenaga
penilai; (belum berjalan), menyiapkan SDM yang berkompeten
(mengikutkan pendidikan) tenaga penilai dan pemeriksa pajak (belum
berjalan) dan memperbaiki administrasi maksudnya disini kita
menyempurnakan sistem yang sudah ada, agar memudahkan WP
untuk mengakses seberapa besar jumlah tagihan PBBnya
menyesuaikan perkembangan zaman (era digitalisasi); (belum
dilaksanakan) serta menciptakan suasana yang nyaman terhadap
Wajib Pajak (Pelayanan Prima)”.

Untuk menguatkan pernyataan informan utama dan informan
pendukung, peneliti kembali melakukan wawancara dengan OC BP2RD
juga sebagai informan pendukung yang mengatakan bahwa:

“Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan

PBB P2 yaitu melakukan pendataan dan penagihan piutang sebelum

dan sesudah tanggal jatuh tempo yang ditentukan kemudian yang

keduanya melakukan perlap (verifikasi lapangan) untuk
memaksimalkan pemuktahiran data”.

Hasil wawancara yang didapatkan oleh informan utama (key
informan) maupun informan pendukung terdapat 4 (empat) upaya yang
harus ditingkatkan dan dievaluasi berdasarkan kebutuhan perkembangan
pelayanan yang dilaksanakan di wilayah kabupaten Nunukan. Adapun 4

(empat) upaya tersebut yaitu :

a) Pemuktahiran data melalui verifikasi lapangan (verlap) untuk
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mengupdate data subjek pajak, objek pajak dan peta bidang yang
tentunya akan memudabkan pengelola pajak untuk mengolah data
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

Pemutakhiran data adalah kemampuan untuk menampung basis
data yang valid sehingga kebenaran akan data, baik subjek pajak,
objek pajak maupun peta bidang dapat tercatat secara akurat.
Pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas pendataan dilapangan
melalui verifikasi lapangan dapat menambah jumlah objek pajak
terutang yang dibebankan terhadap wajib pajak, hal tersebut bisa
terjadi disebabkan karena terdapat objek pajak yang sebelumnya
masih tanah kosong akan tetapi setelah dilakukan verifikasi lJapangan
ditemukan bahwa pada objek pajak tersebut sudah mengalami
perubahan data objek pajak dengan penambahan bangunan baru di
atas tanah tersebut.

Data yang ditemukan dilapangan bahwa pada tahun 2017 terjadi
perubahan nilai objek pajak yang disebabkan oleh penambahan
banguan baru diatas tanah kosong atau bangunan tidak bertingkat
menjadi bangunan bertingkat atan bangunan yang tidak permanen
berupa bangunan kayu menjadi bangunan permanen berupa bangunan
beton. Penambahan tersebut dalam 1 (satu) kelurahan bisa mencapai
800 (delapan ratus) objek pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada
kelurahan Nunukan Timur yang mengalami perbaikan data objek
pajak setelah dilakukan verifikasi lapangan dari objek pajak berupa

tanah kosong menjadi penambahan bangunan baru diatas tanah
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kosong tersebut sebanyak 156 objek pajak atau sekitar 20% dari total
perubahan nilai objek pajak. Hal yang sama juga terjadi pada objek
pajak berupa bangunan tidak bertingkat menjadi bangunan bertingkat
atau bangunan yang tidak permanen berupa bangunan kayu menjadi
bangunan permanen berupa bangunan beton yang mengalami
perbaikan setelah verifikasi lapangan sebanyak 627 bangunan.

Dengan penambahan nilai objek pajak melalui verifikasi
lapangan, maka hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, darl data
penambahan objek pajak berupa bangunan diatas tanah kosong
tersebut diatas dapat menambah pendapatan dari sektor PBB P2
sebanyak Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
dengan asumsi rata-rata penambahan nilai objek pajak sebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah), sementara untuk bangunan tidak
bertingkat menjadi bertingkat atau bangunan yang tidak permanen
berupa bangunan kayu menjadi bangunan permanen berupa bangunan
beton dapat menambah pendapatan dari sektor PBB P2 sebanyak. Rp
37.620.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
dengan asumsi rata-rata penambahan nilai objek pajak sebesar Rp.
60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Selain perubahan nilai objek pajak seperti tersebut diatas,
verifikasi lapangan juga dapat menemukan objek pajak baru yang
belum terdata sebelumnya sehingga dengan penambahan objek pajak

baru tersebut secara otomatis akan menambah pendapat dari sektor
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PBB P2 di tahun berikutnya.

Menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi yang masih mengacu
pada NJOP Bumi Kabupaten Bulungan sejak 23 (dua puluh tiga
tahun) yang lalu;

Kelas bumi berdasarkan zona nilai tanah yang ada di wilayah
Kabupaten Nunukan dianggap tidak sesuai lagi dengan harga pasar
yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli tanah. Ketetapan
NJOP yang dijadikan dasar penetapan PBB P2 masih menggunakan
ketetapan NJOP kabupaten Bulungan tahun 1994, yang pada saat itu
Nunukan masih menjadi salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten
Bulungan.

Untuk mendapatkan gambaran potensi pendapatan Daerah dari
sektor PBB P2 melalui ketetapan NJOP bumi dapat dilakukan
perbandingan nilai NJOP disalah satu kelurahan di kecamatan
Nunukan yaitu kelurahan Nunukan Timur yang pada tahun 1994
ketetapan NJOP saat itu sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu
rupiah) per meter per segi dengan harga pasar di lokasi tersebut
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter per
segi, sedangkan tahun 2017 Ketetapan Nilai NJOP masih mengacu
pada ketetapan NJOP tahun 1994 sementara harga pasar tanah di
kelurahan tersebut sudah mncapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
per meter per segi.

Dari perbedaan harga pasar tersebut diatas dapat dilihat bahwa

terdapat potensi penerimaan daerah dari sektor PBB P2 yang sangat
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besar jika dilihat dari nilai NJOP yang berdasarkan harga pasar di
kelurahan Nunukan Timur. Potensi tersebut jika dibandingkan harga
pasar tanah tahun 1994 dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar
13 (tiga belas) kali lipat.

Selain dari sektor PBB P2, kenaikan NJOP bumi juga
berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB). Penagruh tersebut terdapat
pada pengenaan harga jual beli tanah dengan nilai lebih besar Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setiap transaksi jual beli tanah
dengan nilai lebih besar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
dikenakan BPHTB pada saat melakukan peralihan HAK sebesar 0.5%
dari kelebihan nilai transaksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah) tersebut, hal yang sama juga berlaku terhadap perolehan
HAK berdasarkan hibah dengan nilai objek pajak lebih besar Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sementara peralihan hak atas
tanah dan bangunan yang di dapatkan dari waris akan dikenakan
BPHTB apabila nilai waris tersebut lebih besar dari Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) dengan jumlah BPHTB sebesar 0.5 di kali
kelebihan dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) tersebut.

Pengenaan BPHTB terhadap peralihan HAK dilakukan dengan
menggunakan 2 (dua) pilihah, yang pertama berdasarkan harga jual
beli dan yang kedua berdasarkan total NJOP yang tercantum pada
PBB P2, penetapan pengenaan BPHTB diantara kedua pilihan

tersebut diatas dipilih berdasarkan nilai terbesar antara harga jual beli
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dengan total NJOP yang tercantum pada PBB P2.

Dilingkungan BP2RD kabupaten Nunukan pengenaan BPHTB
terhadap peralihan Hak lebih banyak berdasarkan harga jual beli
disebabkan karena kebanyakan nilai jual beli untuk setiap objek pajak
lebih besar dari pada total NJOP yang tercantum pada PBB P2. Disisi
lain penetapan BPHTB berdasarkan total NJOP jarang dilakukan
karena Nilai NJOP yang masih terlalu rendah.

Pola pendistribusian dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan harus dievaluasi sehingga dapat berjalan
dengan efektif dan maksimal;

Pendistribusian SPPT PBB P2 biasanya dilakukan di bulan
ketiga awal tahun setelah cetak massal berdasarkan ketetapan yang
ada di sistem. Proses cetak massal biasanya berlangsung selama 2
(dua) bulan yaitu di bulan pertama dan kedua tahun anggaran berjalan,
lamanya proses pencetakan massal SPPT PBB P2 disebabkan karena
setelah cetak massal SPPT PBB P2 selesai, dilakukan proses legalisasi
dokumen SPPT PBB P2 berupa pembubuhan cap dan tanda tangan
basah untuk objek pajak dengan nilai lebih besar dari Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah).

Setelah proses cetak massal dilaksanakan, maka dilakukaniah
pendistribusian SPPT PBB P2 di bulan ketiga tahun anggaran
berjalan. Proses pendistribusian SPPT PBB P2 dilakukan langsung
oleh petugas pajak ke masing-masing Kelurahan atau Desa kemudian

pada tingkat kelurahan melakukan pendistribusian ke masing-masing
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RT, setelah itu ketua-ketva RT yang melakukan penyerahan SPPT
PBB P2 ke masing-masing wajib pajak semenﬁa pada tingkat desa,
penyerahan SPPT PBB P2 dilakukan oleh perangkat Desa ke masing-
masing wajib pajak yang ada di desanya.

Selain pendistribusian SPPT PBB P2 setelah cetak massal di
bulan ketiga tahun anggaran berjalan, pendistribusian SPPT PBB P2
Jjuga dilakukan setelah petugas pajak melakukan pelayanan PBB P2 di
tempat yang biasa disebut dengan “PBB On Location” yang
dilakukan setelah ada permintaan dari kecamatan-kecamatan mapun
desa yang berada di luar pulau Nunukan.

Hasil pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru melalui
pelayanan pajak “PBB On Location” tersebut kemudian diproses
melalui penginputan dan pencetakan di dalam aplikasi Sistem
Informasi Objek Pajak PBB P2 (sismiop), setelah pencetakan PBB P2
selesai, maka dilakukan pendistribusian SPPT PBB P2 yang biasa
dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu yang pertama petugas pajak
mengantarkan SPPT PBB P2 ke kecamatan-kecamatan atau desa dan
yang kedua menitipkan SPPT PBB P2 kepada kepala Desa yang
datang ke kantor BP2RD, walaupun pendistribusian cara yang kedua
ini dilakukan secara situasional melalui komunikasi antara petugas
pajai( dengan kepala desa.

Setelah pendistribusian SPPT PBB P2 dilakukan, maka wajib
pajak diharapkan melakukan proses pembayaran sebelum tanggal

jatuh tempo yaitu sebelum tanggal 30 September setiap tahun
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berdasarkan Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2013 pasal 224 ayat 3
yang berbunyi penyampaian SPPT Tahun pajak agar sudah selesai
dilaksanakan pada bulan maret. Tanggal jatuh tempo pembayaran
PBB P2 sebagaimana yang tercantum pada SPPT ditetapkan tanggal
30 September tahun pajak, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari
libur, maka jatuh tempo terhitung hari kerja berikutnya.

Memasuki bulan jatuh tempo pembayaran PBB P2 dilakukan
evaluasi terhadap target penerimaan PBB P2, apabila target
penerimaan PBB P2 belum mencapai target maka akan dilakukan
penyisiran dan penagihan ke setiap kelurahan khususnya yang berada
di wilayah pulau Nunukan dan Kecamatan yang potensi penerimaan
PBB P2 dianggap besar.

Penyisiran dan penagihan dilakukan dengan membentuk TIM
dan melakukan pemetaan berdasarkan lokasi potensi wajib pajak yang
belum melakukan pembayaran PBB P2. Hasil penyisiran dan
penagiban dilapangan bisa mendapatkan rata-rata tambahan
pendapatan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sosialisasi  terhadap wajib pajak dilakukan untuk
menginformasikan kepada wajib pajak tanggal jatuh tempo
pembayaran PBB P2 termasuk pengenaan denda 2% setiap bulan
apabila melakukan pembayaran PBB P2 setelah tanggal jatuh tempo,

selain hal tersebut forum sosialisasi juga bertujuan untuk
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menginformasikan cara-cara perbaikan data, pendaftaran objek pajak
‘baru, mutasi, juga manfaat-manfaat yang diperoleh setelah membayar
pajak.

Pada tingkat kabupaten, sosialisasi tersebut dilaksanakan
dilingkungan pemerintah daerah dengan mengundang semua
Organisasi perangkat daerah, hal ini dilakukan selain karena
kedudukan pegawai sebagai wajib pajak, pegawai juga bisa menjadi
perpanjangan tangan atau membantu mensosialisasikan pembayaran
PBB P2. Sedangkan pada tingkat kecamatan, penentuan lokasi
sosialisasi ditetapkan berdasarkan jumlah potensi wajib pajak dan
mempertimbangkan efektivitas jarak jangkau terhadap kecarnatan-
kecamatan atau desa-desa yang ada di sekitarnya.

Keempat upaya-upaya tersebut diatas diperkuat oleh pernyataan
yang dikemukakan oleh Davey (1988, 40) yang mengemukakan
bahwa kecukupan dan elastisitas adalah kemampuan untuk
menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan
yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar
pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis.

Untuk mengetahui perubahan-perubahan penetapan tarif PBB
P2 yang masih untuk memenuhi komponen kecukupan dan elastisitas,
maka kembali dilakukan wawancara terhadap informan utama (key
informan) dan informan-informan pendukung terkait Elastisitas
perubahan- perubahan penetapan tariff PBB P2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BP2RD selaku
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informan utama yang mengatakan bahwa :

“ Bisa terjadi perubahan, penetapan tarif kita mengacu pada
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, maksimal tarif sebesar
0,30% sedangkan untuk kabupaten Nunukan transaksi dibawah 1 M
tarif 0,125% dan datas 1 M tarif sebesar 0,20% itu tegantung masing-
masing kebijakan daerah”.

Pernyataan informan utama dikuatkan lagi dengan hasil
wawancara yang dilakukan dengan informan pendukung Kasubbid
Pendataan BP2RD yang mengatakan bahwa:

“Belum ada perubahan karena sampai saat ini belum ada kenaikan
NJOP Bumi®.

Hal ini juga bertentangan dengan pemyataan informan
pendukung yaitu Kasubbid Penetapan BP2RD yang mengatakan
bahwa:

“Akan ada perubahan karena mengikuti hasil verlap dan kenaikan
NJOP Bumi sehingga perubahan terhadap tarif akan mengikuti”.

Berbeda dengan informan utama maupun informan pendukung
yang sebelumnya, peneliti juga mendapat informasi yang berbeda dari
Kasubbid Penagihan, Keberatan dan Banding BP2RD yang
mengatakan bahwa:

“Tidak ada penibahan, disebabkan perda yang digunakan
mengacu pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retirbusi Daerah”.

Penyataan informan utama juga diperkuat lagi oleh informan
pendukung dengan melakukan wawancara dengan OC BP2RD yang
mengatakan bahwa:

“Mengalami perubahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur penentuan Tidak Kena Pajak
(TKP) dan tarif PBB P2”.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pajak yang
berhubungan dengan elastisitas penetapan tarif PBB P2, terdapat 2
(dua) sudut pandang (perspektif) yang berbeda sebagian informan
mengatakan bahwa tidak terjadi perubahan dan elastisitas penetapan
tarif PBB P2 disebabkan tidak ada perubahan regulasi tentang tarif
PBB P2 karena penetapan tarif PBB P2 mengacu pada Undang —
Undang Nomor 28 Tahunn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Sementara sebagian informan yang lain mengatakan bahwa
terjadi perubahan dan elastisitas penetapan tarif PBB P2 disebabkan
karena hasil dari verifikasi lapangan mengakibatkan terjadinya
perubahan penetapan tarif PBB P2 sesuai dengan kondisi faktual
objek pajak di lapangan.

Dari 2 (dua) sudut pandang tersebut diatas pada dasarnya tidak
saling bertentangan akan tetapi perubahan dan elastisitas penetapan
tarif PBB P2 hanya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebagian
informan melihat penetapan tarif PBB P2 berdasarkan aturan hukum
yang berlaku sehingga menganggap tidak terjadi perubahan dan
elastisitas tarif PBB P2 karena aturan tentang penetapan tarif PBB P2
belum berubah, sementara sebagian Informan lain melihat penetapan
tarif PBB P2 dari sudut pandang perubahan penctapan tarif
berdasarkan kondisi faktual dilapangan setelah melakukan verifikasi
lapangan. Karena hasil verifikasi lapangan ditemukan perubaban-

perubahan Objek pajak misalnya dari tanah kosong menjadi tanah dan
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bangunan atau dari bangunan tidak permanen menjadi bangunan yang
permanen sehingga mengakibatkan perubahan penetapan tarif PBB
P2.

Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Davey
(1988:40) bahwa elastisitas mempunyai 2 (dua) dimensi yaitu :
pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri dan
sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut.
Diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa
tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk
maupun pendapatan nasional perkapita (GNP).

Sementara disisi elastisitas PBB P2, Penetapan pajak dengan
fixed tariff yang diberlakukan terhadap pengenaan pajak PBB P2
seringkali akan menyebabkan kinerja suatu pajak menjadi terganggu
karena penerimaan pajak akan kurang elastis terhadap perubahan nilai
riil objek pajak. (sumber: M.Ikhsan 2014:4.13)

Dalam upaya mencapai elastisitas menggunakan fixed tariff
maka nilai objek pajak perlu terus menerus diperbaharui agar sejalan
dengan nilai riil di pasar. Seringkali dijumpai rendahnya penerimaan
dari suatu jenis pajak disebabkan karena tariff yang dipakai sudah
tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi seperti nilai NJOP
" bumi yang masih terlalu rendah dan sudah tidak sesuai dengan nilai
rill di pasar.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah

memenuhi kecukupan dalam pembiayaan operasional pemungutan
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PBB P2, meskipun penerimaan dari tahun ke tahun masih ada potensi
yang belum tercapai. Hal yang sama juga terjadi didalam penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Indah Eunike Kakunsi dalam penelitian
yang berjudul Analisis Pelaporan dan Kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan (studi pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangehe)
yang mengemukakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan akan
ditetapkan sebagal Pendapatan Asli Daerah yang pasti akan
memberikan kontribusi lebih baik lagi sebagai salah satu pendukung
kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya.
Meskipun kontribusinya sangat kurang, namun selama tahun 2008 s.d
2012 Pajak Bumi dan Bangunan berhasil menunjukkan perubahan
yang semakin baik dengan penerimaan yang terus meningkat setiap
tahun.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kriteria teori yang
dikemukakan oleh Davey (1988: 40) dapat dikatakan bahwa Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai kontribusi
yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun memiliki potensi
untuk berkembang lebih baik yang ditandai dengan tejadinya
peningkatan wajib pajak dari tahun ke tahun secara konsisten.
b. Keadilan

Hasil penelitian terkait dengan komponen Keadilan dalam judul '
Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB
P2) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

Nunukan terkait kemampuan wajib pajak membayar tarif PBB P2 yang
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sudah ditetapkan, baik yang dilakukan oleh informan utama (key informan)
maupun informan pendukung adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama (key informan),
Kepala BP2RD Kabupaten Nunukan mengemukakan bahwa :

“Mampu, karena NJOP Bumi untuk Kabupaten Nunukan belum
mengalami kenaikan, masih berdasarkan NJOP Kabupaten Bulungan
yang kurang lebih dua puluh tiga (23) tahun yang lalu”.

Pernyataan informan utama tersebut diperkuat lagi dengan informan
pendukung berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Pendataan
BP2RD yang mengemukakan bahwa :

“Menurut saya mampu, karena sebenarnya tarif sangat murah
yang disebabkan belum ada kenaikan NJOP Bumi”.

Pernyataan diatas didukung oleh informan pendukung lainnya yaitu
Kasubbid Penetapan BP2RD yang juga mengemukakan bahwa :

“Untuk tarif yang berlaku sekarang dianggap mampu karena
tarifnya masih  mengikuti penetapan NJOP lama (Kabupaten
Bulungan) dengan harga pasar yang sudah tidak realistis dengan
kondisi sekarang, misalnya harga tapah di kelurahan Nunukan Timur
pada tahun 1994 Cuma 150 ribu per meter sedangkan sckarang sudah
berkisar 2 juta per meter”.

Hasil wawancara oleh informan utama dan informan pendukung
lainnya bertolak belakang dengan informan pendukung yang lain, yakni
Kasubbid Penagihan Keberatan dan Banding yang mengemukakan bahwa :

“Tidak, disebabkan tidak memiliki dana. Contoh memiliki tanah
yang banyak hanya untuk berkebun saja, bahkan ada tidak
dimanfaatkan sehingga tidak mampu untuk membayar objek pajak
yang sudah ditetapkan”.

Pernyataan informan tersebut berbeda dengan informan pendukung
lainnya. hasil wawacara dengan OC BP2RD yang mengemukakan bahwa :

“Iya, karena tarif pajak masih tergolong rendah, dimana tarif 0-1
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M hanya dikenakan 0,125 % dan diatas 1 M hanya dikenakan 0,20 %.
Sementara menurut Undang-undang 28 tahun 2009 tarif maksimal
untuk PBB P2 sebesar 0,30 %”.

Untuk melengkapi penelitian ini juga diperlukan informan atau
keterangan-keterangan pendukung yang dapat melengkapi penelitian ini.
Pernyataan-pernyatan atau informasi yang diperoleh dari Wajib Pajak
sebagai informan pendukung dan pembar-xding dari pengelola Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2).

Menguatkan informasi baik informan utama maupun informan
pendukung pengelola pajak, hasil wawancara dengan Wajib Pajak ( WP)
Ibu Melly J1. Radio Kelurahan Nunukan Utara mengemukakan bahwa :

“Sudah sesuai, karena wajib pajak kan harus membayar pajak
untuk pembangunan Kabupaten Nunukan”.

Begitupula informan pendukung wajib pajak lainnya berdasarkan
hasil wawancara dengan WP bapak Bhayu Jl. Tien Soeharto yang
mengemukakan bahwa :

“Mampu karena pembayaran yang ada di SPPT PBB bisa
dibayarkan dan tidak memberatkan”.

Hasil wawancara baik yang dikemukakan oleh informan utama
maupun informan pendukung didapatkan informasi bahwa tingkat
kemampuan wajib pajak membayar tarif PBB P2 yang sudah ditetapkan
dianggap mampu untuk membayar PBB P2, hal tersebut dilihat dari jumlah
penetapan PBB P2 yang masih tergolong rendah disebabkan karena
penetapan PBB P2 dilakukan berdasarkan NJOP Bumi yang masih rendah.
Rendahnya NJOP Bumi tersebut karena masih mengacu pada nilai NJOP

yang di tetapkan tahun 1994 oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan.
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Salah satu informan lain mengatakan bahwa tingkat kemampuan
wajib pajak membayar PBB P2 dianggap tidak mampu karena melihat dari
pemanfaatan objek pajak yang tidak optimal yang dimiliki oleh wajib pajak
sehingga mengakibatkan ketidakmampuan wajib pajak tersebut untuk
membayar PBB P2 yang sudah ditetapkan.

Perbedaan pendapat antar informan terhadap tingkat kemampuan
wajib pajak membayar PBB P2 tersebut bisa terjadi dilihat dari letak atau
lokasi objek pajak, lokasi-lokasi objek pajak yang terletak di wilayah |
perkotaan maupun perdesaan secara keseluruhan dianggap bahwa penetapan
tarif PBB P2 sangat rendah meskipun dalam beberapa kasus terdapat wajib
pajak yang memiliki objek pajak yang luas dan banyak akan tapi tidak
termanfaatkan sehingga menimbulkan masalah terhadap ketidakmampuan
wajib pajak tersebut untuk membayar PBB P2 namun kondisi seperti ini
hanya terjadi di wilayah perdesaan yang wajib pajaknya belum terlalu
mengerti pemanfaatan lahan secara baik dan produktif.

Untuk lebih mendalami komponen keadilan, peneliti kembali
melakukan wawancara terbadap informan utama dan informan pendukung
terkait manfaat yang dapat diterima oleh wajib pajak yang telah melakukan
pembayaran PBB P2 dengan memperoleh data sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala BP2RD selaku informan utama yang
memberikan pernyataan bahwa :

“Manfaatnya yang dapat dirasakan oleh WP antaralain : Menjadi
salah satu persyaratan peminjaman di bank (agunan), menjadi
persyaratan izin usaha, menjadi persyaratan sertifikat, untuk kasus
sengketa tanah, pihak yang bersengketa dan aktif membayar PBB

P2nya menjadi dasar pertimbangan kuat bagi hakim dalam pengadilan
pajak untuk mendapatkan pengakuan hak kepemilikan dan sebagai
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salah satu persyaratan transaksi jual beli”.

Pernyataan dari informan utama tersebut diatas dikuatkan dengan
informasi yang diperoleh dari informan pendukung berdasarkan hasil
wawancara dengan Kasubbid Pendataan BP2RD yang mengemukakan
bahwa :

“Merasakan pembangunan yang dibiayai oleh pajak dan sebagai
dasar untuk pembuatan sertifikat”.

Pernyataan tersebut diatas diperkuat lagi berdasarkan hasil wawancara
dengan Kasubbid Penetapan BP2RD yang mengemukakan bahwa :

“Sebagai syarat pembuatan BPHTB, Sebagai persyaratan agunan

di bank, Sebagai persyaratan pembuatan sertifikat, juga Sebagai

persyaratan pembuatan IMB”.

Begitu juga dengan informan pendukung lainnya berdasarkan hasil
wawancara dengan Kasubbid Penagihan Keberatan dan Banding yang
mengatakan bahwa:

“Manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak dengan

menikmati hasil pembangunan/ penggunaan jalan yang disediakan dan
lain-lain juga sebagai persyaratan peminjaman dana ke bank”.

Hal itu diperkuat lagi dengan informan pendukung lainnya yaitu
wawancara dengan OC BP2RD yang mengemukakan bahwa :

“Manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak bisa digunakan
untuk persyaratan administrasi BPHTB, Untuk syarat agunan di bank
dan sebagai syarat izin usaha”.

Untuk melengkapi penelitian ini juga diperlukan informan atau
keterangan-keterangan pendukung yang dapat melengkapi penelitian ini.

Pernyataan-pernyataan atau informasi yang diperoleh dari Wajib Pajak
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Bumi Bangunan itu sendiri memperkuat pernyataan informan pengelola
pajak berdasarkan hasil wawancara dengan WP Ibu Melly Jl. Radio yang
megatakan bahwa :

“Manfaat yang dirasakan melihat dari pembangunan yang ada di
Kabupaten Nunukan”.

Pernyataan tersebut diatas diperkuat lagi berdasarkan hasil wawancara
dengan Wajib Pajak Bapak Bhayu J1. Tien Soeharto :

“Manfaat yang dirasakan dapat digunakan sebagai persyaratan

agunan di bank, pembuatan sertifikat dan pembangunan yang ada di

kabupaten nunukan berasal dari pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut diatas
didapatkan informasi bahwa pembayaran pajak oleh wajib pajak telah
berdampak positif baik secara langsung kepada wajib pajak itu sendiri
maupun berdampak secara umum yang bisa dinikmati bersama oleh setiap
masyarakat.

Ada beberapa dampak yang langsung dirasakan oleh wajib pajak jika
sudah melakukan pembayaran PBB P2 diantaranya sebagai syarat untuk
memperoleh status kepemilikan melalui proses pembuatan sertifikat, syarat
membuat Izin mendirikan bangunan (IMB), syarat membuat Izin usaha,
syarat untuk agunan bank dan bisa menjadi bukti kuat pengelolaan atau
kepemilikan yang menjadi dasar pertimbangan apabila terjadi sengketa
pengelolaan dan kepemilikan tanah di pengadian pajak.

Sementara dampak yang secara umum dirasakan oleh masyarakat
apabila telah membayar PBB P2 diataranya dapat menikmati pengembangan
infrastruktur khususnya infrastruktur penghubung yang bisa memperlancar

mobilisasi barang dan jasa yang secara langsung mampu menggerakkan
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sektor-sektor ekonomi yang bernjung pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat, selain dampak tersebut pendapatan daerah dari PBB P2 juga
dapat mendorong terjadinya perbaikan pada sektor-sektor pelayanan publik
seperti perbaikan infrastruktur kesehatan (rumah sakit), pendidikan dan
sektor pelayanan publik lainnya.

Dampak yang dirasakan oleh wajib pajak atau masyarakat apabila
melakukan pembayaran PBB P2 dengan nilai PBB P2 yang masih tergolong
rendah disebabkan karena NJOP bumi yang masih rendah dapat dikatakan
bahwa masyarakat mendapatkan manfaat lebih jika dibandingkan dengan
jumlah PBB P2 yang harus dibayarkan atau pada sisi keadilan dapat
dikatakan bahwa wajib pajak atau masyarakat tidak dirugikan dari
ketaatannya membayar pajak PBB P2, Hal ini diperkuat dengan teori yang
dikemukakan oleh Devas, dkk (1989:61-62) bahwa Keadilan (Equity) dasar
pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang;
pajak harus adil secara horizontal (artinya beban pajak harus sama antara
berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang
sama); adil secara vertikal (artinya beban pajak harus lebih banyak
ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar).

Penelitian yang dilakukan oleh Nila Puspita dengan judul Pengaruh
Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan yang mengemukakan bahwa keadilan pajak berpengaruh
signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi

keadilan pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam
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memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan
orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak
atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima”. Adil yang
dimaksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk
pengeluaran pemerintab sebanding dengan kepentingannya dan manfaat
yang diminta.
¢. Kemampuan Administrasi

Hasil penelitian terkait komponen kemampuan administrasi dalam
judul Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2) baik yang dilakukan oleh informan utama (key informan) maupun
informan pendukung dalam proses administrasi PBB P2 adalah sebagai
berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama, Kepala
BP2RD Kabupaten Nunukan mengemukakan bahwa :

“Proses pelayanan PBB P2 kita menggunakan Sismiop (Sistem
Manajemen Informasi Objek Pajak) sehingga Kabupaten Nunukan
sudah terarah dalam pengelolaan PBB P2. Adapun jenis pelayanan
antara lain : Pendaftaran Objek Pajak baru, Mutasi/ balik nama,
pembetulan objek pajak dll. Sistem ini juga terhubung dengan bank-
bank persepsi yang ada di kecamatan sehingga untuk pembayaran
PBBnya wajib pajak tidak perlu ke Kantor Cabang yang berada di ibu
kota Kabupaten Nunukan”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan utama tersebut
didukung oleh pernyataan informan pendukung berdasarkan hasil

wawancara dengan Kasubbid Pendataan BP2RD yang mengemukakan

bahwa :
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“Proses administrasi terdin dari penerbitan SPPT, administrasi
perubahan objek pajak (nama/ luas bangunan) dan penerbitan SK NJOP™.

Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang dikemukakan
oleh informan pendukung, Kasubbid Penctapan BP2RD yang
mengemukakan bahwa :

“Proses administrasi belum terlalu baik karena tidak stabilnya
arus listrik yang kadang menyebabkan rusaknya sistem sehingga
menghambat administrasi pelayanan PBB P2”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan pendukung diatas,
berdasarkan hasil wawancara dengan informan pendukung lainnya, yaitu
Kasubid penagihan malah menganggap bahwa :

“Proses administrasi PBB P2 menggunakan beberapa pola
antaralain: untuk pendistribusian SPPT disampaikan ke kelurahan/
desa untuk disortir kemudian hasil lansiran diteruskan ke ketua rt/
kepala desa untuk disampaikan ke wajib pajak. Sedangkan untuk
pelayanan pendaftaran baru harus melengkapi persyaratan yang ada,
kemudian di input dan dicetak™.

Sedangkan menurut informan pendukung selaku pengelola basis data
OC BP2RD, mengemukakan bahwa :

“Proses administrasi PBB P2 sudah berjalan dengan baik, mulai
administrasi pelayanan, penctapan dan penerbitan SPPT. Jenis
administrasinya antaralain: administrasi objek pajak baru, mutasi,
salinan SPPT, Keberatan dan pembetulan objek pajak”.

Untuk melengkapi penelitian ini juga diperlukan informan atau
keterangan-keterangan pendukung yang dapat melengkapi penelitian ini.
Pernyataan-pernyatan atau informasi yang diperoleh dari Wajib Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang ada di Kabupaten
Nunukan.

Pernyataan pembanding berdasarkan hasil wawancara dengan

informan pendukung selaku wajib pajak ( Ibu Melly) jl. Radio
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mengemukakan bahwa :
“Mudah, tidak dipersulit dan lancar”.

Pernyataan ini juga diperkuat oleh informan pendukung lainnya yaitu
wajib pajak {Bapak Bhayu) J1. Tien Soeharto yang mengemukakan bahwa :

“Memuaskan, karena kita dilayani dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan tersebut diatas
didapatkim informasi bahwa kemampuan administrasi pengelolaan PBB P2
sudah dianggap mampu, hal tersebut didukung oleh penggunaan sistem
Informasi objek pajak (Sismiop) yang sudah berjalan, penggunaan sistem
tersebut telah membuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan PBB P2.

Efektivitas dan efisiensi tersebut terjadi karena sismiop sudah
terkoneksi dengan bank persepsi yang berada di ibu kota kabupaten
nunukan maupun kecamatan-kecamatan yang berada di luar pulau Nunukan
sehingga Wajib pajak bisa melakukan pembayaran PBB P2 tanpa harus
mendatangi kantor BP2ZRD maupun kantor Bank cabang yang ada di Ibu
Kota kabupaten, disisi lain secara internal, penggunaan sismiop bisa
memangkas waktu kerja pegawai BP2RD dalam melaksanakan tugas-tugas
pelayanan PBB P2.

Dari pembenahan administasi yang dilakukan oleh PB2RD tersebut
diatas seharusnya berdampak pada trend realisasi penerimaan PBB P2
secara positif, akan tetapi terjadi trend penurunan penerimaan PBB P2 sejak
tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal tersebut bertentangan dengan
teori yang dikemukakan oleh Davey (1988:40) bahwa waktu yang diberikan

dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak




43443 .pdf
34

sebanding dengan hasil yang mampu dicapai. Sehingga pelayanan yang
seharusnya dapat berjalan dengan baik akan mengalami penurunan
penerimaan yang disebabkan oleh hal- hal yang mempengarnhi pelayanan
administrasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Deden Muhammad
Haris dengan judul penelitian Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ranjeng Kecamatan Siruas
Kabupaten Serang mengemukakan bahwa DPKAD Kabupaten Serang untuk
mempersiapkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagai pajak daerah dalam menigkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau system online untuk
mempermudah proses administrasi terhadap wajib pajak.

Disisi lain, adminstrasi pajak yang dikemukakan oleh Norman D.
Nowak (1970) yang mengatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan
kunci keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. . (M.Ikhsan,
2014:4.7)

Tugas administrasi tidak membuat kebijaksanaan atau memutuskan
siapa — siapa yang dikenakan dan dikecualikan dari pemungutan pajak, juga
tidak menentukan objek pajak baru. Administrasi pajak harus
mengumpulkan penerimaan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan .pada
saat yang sama memberikan pelayanan publik yang optimal kepada

masyarakat.
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d. Kesepakatan Politis

Hasil penelitian terkait komponen Kesepakatan Politis dalam judul
Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dalam Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nunukan, mengenai
penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama dan
informan pendukung adalah sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan utama, Kepala
BP2RD Kabupaten Nunukan Mengemukakan bahwa :

“Pelaksanaan PBB P2 sudah dilaksanakan sesuai dengan Perda
Nomor 18 tahun 2013 dan perubahan atas perda nomor 17 tahun 2015,
baik tarif maupun tahapan-tahapan pelaksanaan sudah mengacu pada
perda yang ditetapkan”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan utama tersebut diatas
dikuvatkan dengan informan pendukung, Kasubbid Pendataan BP2RD yang
mengemukakan bahwa :

“Sebenarnya sudah berjalan cukup baik, walaupun perda dan
perbub PBB yang diterbitkan pada tahun 2013 dan ada lagi perubahan
perda di tahun 2015”.

Informan pendukung lainnya juga menguatkan pernyataan informan
utama berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Penetapan BP2RD

yang mengemukakan bahwa :

“Penerapan Peraturan Daerah sudah berjalan dengan baik, karena
sudah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan pendukung lainnya,
Kasubbid Penagihan Keberatan dan Banding BP2RD yang mengemukakan

bahwa :
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“Ya, sesuai dengan peraturan daerah y;mg berlaku”.
Pernyataan yang dikemukakan oleh informan pendukung diatas juga
dikuatkan dengan informasi yang dikemukakan oleh OC BP2RD yang
mengatakan bahwa :

“Sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada mengacu pada UU
28 Tahun 2009”.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berdasarkan hasil wawancara dengan
informan utama dan informan pendukung selaku pengelola pajak
menganggap bahwa sudah berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat
dari penetapan struktur tarif yang diatur dalam peraturan adaerah Nomor 18
tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan perda nomor 17 tahun 2015
tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan tidak mendapat kritikan
atau protes dari wajib pajak termasuk didalamnya penetapan wajib pajak
dan sanksi-sanksi yang ada di dalam perda tersebut.

Untuk lebih mendalami komponen Kesepakatan Politis, maka peneliti
melakukan wawancara dengan sumber data dari informan utama maupun
informan pendukung selaku pengelola pajak terkait apakah peraturan
tersebut dianggap sudah sesuai atau perlu dilakukan perubahan dan
diperoleh data sebagai berikut :

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan utama, Kepala BP2RD
mengemukakan bahwa :

“Dianggap perlu dilakukan perubahan, disebabkan karena nilai
transaksi jual beli sudah tidak sesuai dengan nilai NJOP Bumi dan

Bangunan yang ada di SISMIOP”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan utama diperkuat dengan
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informan pendukung, Kasubbid Pendataan BP2RD yang mengatakan bahwa

“Perlu dilakukan revisi sesuai dengan kondisi sekarang dengan
adanya perubahan nomenklatur dan hal-hal yang dianggap perlu dan
belum dimasukkan kedalam regulasi sebelumnya”.

Hal tersebut juga diperkuat dengan informan pendukung lainnya,
Kasubbid Penetapan BP2ZRD yang mengemukakan bahwa :

“Dianggap masih perlu dilakukan penyempurnaan karena masih
ada beberapa tahapan yang harus dimasukkan sesuai dengan kondisi
sekarang”.

Pernyataan informan utama dan informan pendukung yang
dikemukakan sebelumnya juga bertentangan dengan informan pendukung
lainnya, Kasubbid Penagihan Keberatan dan Banding BP2RD yang
mengatakan bahwa :

“Tidak perlu perubahan karena peraturan daerah yang digunakan
mengacu pada Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
PDRD™.

Sementara pernyataan yang dikemukakan oleh informan pendukung
lainnya selaku pengelola basis data yakni OC BP2RD memperkuat
pernyataan informan utama dengan mengemukakan bahwa:

“Perbub dianggap perlu untuk direvisi karena belum dituangkan
aturan tentang restitusi (pengembalian pembayaran) dan kompensasi
(pengembalian langsung)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pajak diatas
didapatkan informasi bahwa peraturan daerah tentang PBB P2 yang sudah
ada perlu dilakukan perubahan-perubahan atau penyempurnaan khususnya

aturan yang mengatur tentang restitusi dan konpensasi serta penegasan

sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar perda tersebut, karena dalam
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penerapan perda tersebut, pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang
melanggar tidak berjalan sebagaimana mestinya. hal ini bertentangan
dengan teori yang dikemukakan oleh Davie, (1988:40) yang
mengemukakan bahwa kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan
pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar
dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang
melanggarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aprianing Yunarti, Wilopo dan
Yuniadi Mayowan dalam penelitian yang berjudul Potensi Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kabupaten
Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) Bumi Yang Berlaku) mengemukakan bahwa: faktor
politis berkaitan dengan kondisi politik dalam sebuah pemerintahan.
Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wolcotf dalam Sutawijaya
(2004:72) faktor pemerintah berhubungan dengan pengambilan kebijakan
mengenai peraturan maupun penentuan penggunaan tanah (zoning).

Menurut M.Ihsan (2014:4.12) proses penetapan tariff pajak dapat di
usulkan oleh pemerintah namun pada ahirnya harus disetujui oleh seluruh
masyarakat dan dimasukkan dalam undang-undang.

Penetapan tariff pajak yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan
legislative yang dituangkan dalam suatu regulasi tekadang memerlukan
waktu dan proses yang panjang, serta membutuhkan proses tawar menawar
yang intensif. Agar pajak memperoleh dukungan politis dari seluruh

masyarakat dibutuhkan persetujuan seluruh rakyat melatui perwakilannya




43443.pdf

89

yang ada di lembaga legislative. Dukungan politis ini untuk mencegah
terjadinya upaya penghindaran pajak baik secara legal maupun secara illegal
oleh masyarakat yang akan mempengaruhi efektivitas pajak.

Faktor-faktor yang menghambat Potensi Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan

Untuk mengetahui komponen faktor penghambat Potensi Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB P2) terkait penelitian ini maka

didapatkan informasi dari sumber data baik dari informan utama maupun

informan pendukung adalah sebagai berikut :

Faktor yang menghambat kecukupan atau ketidakcukupan penerimaan
PBB P2

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama, kepala BP2RD
Kabupaten Nunukan mengemukakan bahwa :

“Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB P2,
kurangnya sosialisasi karna faktor geografis wilayah nunukan yang
terpisah, rendahnya NJOP Bumi Bangunan menyebabkan masyarakat
mengabaikan pembayaran pajak karena biaya operasional lebih tinggi
daripada nilai pajak terutang dan SPPT PBB P2 tidak sampai ketangan
wajib pajak”.

Pendapat dari informan utama diatas tersebut dikuatkan dengan
informan pendukung yang mengatakan bahwa :

“Piutang PBB, karena pada saat peralihan dari pusat kedaerah
sudah membebankan piutang sebesar Rp. 5.040.767.139,- (lima
milyar empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh seratus tiga
puluh Sembilan rupiah) Dari tiap tahun piutang bertambah karena
pengenaan denda sebesar 2% tiap tahun, dan kurangnya kesadaran
wajib pajak untuk membayar PBB karna menganggap PBB tidak
bermanfaat langsung untuk kepentingan pribadi pada saat itu”.

Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh informan

sebelumnya, hal yan berbeda dikemukakan oleh Kasubid Penetapan BP2RD

yang mengatakan bahwa :
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“Pola pendistribusian dan pemungutan PBB P2 belum optimal
karena Surat Pemberitabuan Pajak Terhutang SPPT PBB P2 yang
tidak sampai ke wajib pajak”.

Begitupula yang dikemukakan oleh informan pendukung lainnya,
kasubbid penagihan keberatan dan banding yang mengatakan bahwa :

“Kurang pahamnya masyarakat atau wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak khususnya PBB P2,
penyortiran surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang dilangsir
oleh Lurah/Desa dan disampaikan oleh ketua RT kepada wajib pajak
tidak sampai atau tidak di terima oleh wajib pajak, dan alamat wajib
pajak (subjek pajak) berubah sehingga penyampaian SPPT tidak tidak
sampai, wajib pajak tidak mau membayar pajak karena merasa sudah
melunasi pajak tersebut tanpa memberikan atau memperlihatkan bukti
lunas kepada petugas pajak saat ditagihkan, adanya transaksi jual beli
tanah atas kepemilikan dan tidak melaporkan perubahan status pada
objek pajak (PBB) sehingga pihak pembeli tidak man menanggung
piutang PBB yang belum dibayar dan letak objek pajak tidak
jelas/diketahui sehingga RT tidak dapat menyampaikan SPPT PBB”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan pendukung tersebut
diatas diperkuat oleh pernyataan informan pendukung lainnya yaknni
Operator Consule (OC) BP2RD yang mengatakan bahwa :

“Data subjek pajak (SP) maupun Objek Pajak (OP) yang sudah
tidak valid, karena tanah induk sudah banyak dilakukan pelepasan hak
namun data disistem PBB belum berubah, adanya data piutang yang
diserahkan dari KPP Pratama yang sudah tidak dapat ditagihkan
karena OP ganda penerbitannya, adanya objek pajak yang subjek
pajak tidak diketahui, dan adanya Subjek Pajak yang Objek Pajak
tidak ada”.

Wawancara dengan informan tersebut diatas didapatkan informasi
bahwa faktor yang menghambat potensi PBB P2 adalah kurangnya
kesadaran wajib pajak akan pentingnya PBB P2 karena menganggap PBB
tidak bermanfaat langsung terhadap kepentingan wajib pajak pada saat itu.

Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh



43443 pdf
91

BP2RD terhadap pembayaran PBB P2, sementara secara geografis
kabupaten Nunukan yang terdiri dari pulau-pulau dan daerah terpencil
menjadi faktor penghambat yang paling dominan yang menyebabkan
sosialisasi tersebut kurang terlaksana secara menyeluruh.

Selain faktor tersebut diatas yang menjadi penghambat kecukupan
atau ketidakcukupan penerimaan PBB P2 adalah adanya piutang PBB P2
vang diserahkan dari KPP pratama pada saat peralihan di tahun 2014 namun
sudah tidak dapat ditagihkan karena terjadi penerbitan SPPT PBB P2 yang
ganda. Ketidakakuratan data wajib pajak atau objek pajak tersebut
membutuhkan rekomendasi dari BPK untuk melakukan proses pembersihan
data (Cleansing data) dan pembatalan penerbitan SPPT P2 pada tahun
berikutnya yang dianggap ganda (Vasum).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pajak dengan merujuk
pada konsep teori yang dikemukakan oleh Devas dkk (1989 60-61) bahwa
Hasil (yield) yaitu mamadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya
dengan berbagal layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya
memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan
biaya pungut dan elastisitas hasil pajak terbadap inflasi, pertumbuhan
penduduk dan sebagainya.

Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini BP2RD sebagai pelaksana
teknis perlu melakukan pemutakhiran data untuk memperbaiki basis data
yang sangat mempengaruhi penerimaan daerah dari segi layanan sehingga
stabilitas dan perkiraan hasil pajak akan mudah didapatkan, pembaharuan

(updateing) data berdampak pada jumlah objek pajak sangat rentang
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terhadap kondisi ekonomi yang terus berubah, banyak kasus yang
memperlihatkan bahwa usaha terhadap pembaharuan data terhadap data
yang sudah kadaluarsa sering kali diabaikan hal ini kemudia mengakibatkan
penerimaan pajak (yeald) kurang atau malah tidak elastis terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Pola pendistribusian PBB juga harus dievaluasi sehingga lebih efektif
dan maksimal dalam pencapaian target penerimaan dengan memberdayakan
Sumber Daya Aparatur yang ada di kecamatan yang ruang lingkup kerjanya
mengacu pada tugas pokok dan fungsi BP2RD itu sendiri. Mengingat
kondisi geografis yang ada di Kabupaten Nunukan tidak mudah diakses
karena tidak berada dalam 1 (satu) daratan. Meningkatkan sosialisasi akan
pentingnya pajak baik secara langsung maupun tidak melalui komunikasi
langsung secara tatap muka maupun secara tidak langsung melalui media
massa maupun media sosial (radio, surat kabar, spanduk, pamphlet, fb dan
lain lain) yang mudah diakses oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arwaning Yunarti, Wilopo dan
Yuniandi Mayowan dalam penelitian yang berjudul Potensi Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kabupaten
Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) Bumi Yang Berlaku) mengemukakan bahwa: faktor
sosial yang menunjukkan tingkat karakteristik penduduk, jumlah penduduk,
jumlah keluarga, tingkat kejahatan, tingkat pendidikan dan lain — lain akan
membentuk pola hidup berkelompok di masyarakat. Pengaruh buruk yang

berhubungan dengan pajak, apabila seseorang memberikan pengaruh buruk
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kepada masyarakat lain tentang pajak, maka akan timbul gejolak pada
masyarakat. Sehingga pemerintah harus menjaga agar tidak terjadi konflik.

Faktor yang menyebabkan ketidakmampuan wajib pajak untuk
membayar PBB P2

Untuk mendalami komponen penghambat yang menyebabkan
ketidakmampuan wajib pajak untuk membayar PBB P2 dilakukan
wawancara Kepala BP2RD sebagai informan utama yang mengemukakan
bahwa :

“Wilayah geografis dan terbatasnya bank persepsi (bank kaltim)
diwilayah tersebut membuat wajib pajak malas untuk melakukan
pembayaran contoh Krayan dan Lumbis Ogong SPPT PBB yang tidak
sampai ketangan wajib pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan
utama, diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh informan
pendukung Kasubbid Pendataan BP2RD yang mengatakan bahwa :

“Wajib pajak menunda-nunda/menyepelehkan pembayaran PBB
karena jumlah yang harus dibayar terlalu rendah, jaringan _ystem
pembayaran antara bank persepsi dengan server SISMIOP ketika
mengalami gangguan, dan wajib pajak mengabaikan karena merasa
belum membutuhkan untuk pengurusan administrasi yang lain”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan pendukung Kasubbid

Penetapan BP2RD yang mengatakan bahwa:

“Karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB P2
yang tidak sampai ke wajib pajak, pola pendistribusian dan
pemungutan PBB P2 belum optimal, karena nanti ada kebutuhan
persyaratan PBB wajib pajak baru melakukan pembayaran, karena
jumlah tagihan lebih sedikit _ystem_e g biaya transportasi yang di
keluarkan untuk membayar pajak dan wajib pajak merasa kondisi
bangunan yang dia miliki lebih sederhana namun pembayaran PBB
nya lebih tinggi _sitem_bangunan mewah milik tetangga (wajib pajak
tidak melaporkan data bangunan yang terbaru sehingga SPPT
rendah)”.
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Pendapat yang dikemukakan oleh informan pendukung diatas juga
diperkuat oleh informan pedukung Kasubid Penagihan, Keberatan dan
Banding yang megatakan bahwa :

“Pendistribusian SPPT PBB tidak sampai ke tangan wajib pajak,
wajib pajak merasa tidak mempunyai kepentingan terhadap bukti
pembayaran PBB P2, dan wajib pajak merasa malas untuk membayar
PBB P2 kalau sudah menunggak”.

Begitupula halnya dengan informan pendukung pengelola basis data
memperkuat pernyataan informan tersebut diatas berdasarkan hasil wawancara
dengan Operator Consule (OC) BP2RD yang mengatakan bahwa :

“Kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran wajib pajak”.
Untuk melengkapi penelitian ini dilakukan wawancara terhadap wajib

pajak sebagai informan pendukung dan pembanding untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan wajib pajak untuk membayar PBB P2 yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak atas nama Ibu

Melly Jin. Radio pada bulan Agustus 2017 mengatakan bahwa :

“Menurut saya wajib pajak bukannya tidak mampu untuk
membayar, tetapi SPPT PBB yang tidak sampai ke tangan wajib pajak
sehingga membuat kita malas untuk membayar PBB”.

Pernyataan informan pendukung oleh wajib pajak diatas diperkuat
oleh informan pendukung wajib pajak lainnya yaitu Bayu, Umur 27 Tahun,
JIn. Tien Socharto pada bulan Agustus 2017 yang mengatakan bahwa :

“Kalau saya tidak membayar PBB P2 itu disebabkan karena saya
lupa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pajak dan wajib pajak

yang ada di Kabupaten Nunukan jelas terlihat untuk komponen kecukupan
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dan elastisitas yang dikemukakan oleh Davey (1980: 40) bahwa untuk
menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntunan yang
sama atas kenaikan pengeluran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya
berkembang secara otomatis.

Tiga (3) faktor yang mempengaruhi komponen kecukupan dan
elastisitas diatas antaralain letak geografis, pola pendistribusian SPPT PBB
dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran PBB P2.

Kabupaten Nunukan yang berada diwilayah kepulauan dan letaknya
tidak berada dalam satu daratan, menjadi tantangan tersendiri agar
Pemerintah Daerah mampu menyadarkan wajib pajak untuk taat membayar
PBB P2. Pemerintah Daerah dituntut untuk menemukan formulasi atau cara
yang tepat untuk menggali potensi sektor PBB tanpa harus memberatkan
wajib pajak dengan mengeluarkan biaya yang besar untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya.

Memberdayakan sumber daya aparatur yang ada di wilayah
kecamatan maupun kelurahan sebarusnya dapat dirangkul dengan baik
karena merupakan bagian dari Pemerintah Daerah itu sendiri, sehingga
pendistribusian SPPT PBB P2 dapat tersalurkan dengan baik karena dapat
dipantau dan diawasi secara langsung oleh kepala wilayah yang memahami
lokasi serta karakter masyarakat yang berada di wilayahnya.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran PBB P2 untuk
membangun daerah juga merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah
daerah untuk melakukan sosialisasi baik secara persuasive maupun secara

adminstrasi dengan melakuknan pendekatan-pendekatan kedaerahan dengan
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memasukkan unsur-unsur kebudayaan yang mudah dipahami oleh wajib
pajak. Pola pendekatan dengan memasukkan unsur kebudayaan akan sangat
membantu penerimaan masyarakat untuk menerima penjelasan dari
pemerintah daerah, bagaimana lahan yang ada untuk dimanfaatkan sehingga
dapat menghasilkan baik bagi wajib pajak itu sendiri maupun pemerintah
daerah melalui kontribusi pajak yang dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arwaning Yunarti, Wilopo dan
Yuniandi Mayowan dalam penelitian yang berjudul Potensi Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kabupaten
Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) Bumi Yang Berlaku) mengemukakan bahwa: faktor
pola pikir (mindset) masyarakat masih banyak yang memandang negatif
pajak. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang disebabkan
oleh pemberitaan negatif oknum pajak dapat menurunkan potensi yang
seharusnya bisa didapat oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini bertentangan dengan pendapat oleh teori yang dikemukakan
oleh Devas dkk, (1989:61-62) yakni Daya guna ekonomi (Ekonomic
Efficiency). Pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak
menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan pilihan
produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau
menabung dan memperkecil beban lebih pajak, sehingga tidak ada lagi
alasan ketidakmampuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya

sebagai warga Negara yang taat pajak.
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Disisi lain faktor yang mempengaruhi ketidak mampuan wajib pajak
untuk membayar pajak adalah tingkat pendapatan yang rendabh,
perekonomian yang masih tertinggal, sarana dan prasarana yang masih
belum memadai, jangkauan pelayanannya masih belum meluas, kegiatan
perekonomian masyarakatnya masih belum terspesialisasi, perekonomian
masih terpusat serta pola konsumsi masyarakatnya masih pada kebutuhan
pokok.

c. Faktor yang menghambat proses administrasi PBB P2

Untuk lebih mendalami komponen faktor yang menghambat proses
administrasi PBB P2, dilakukan wawancara dengan informan utama, Kepala
BP2RD Kab. Nunukan mengemukakan bahwa :

“Banyak wajib pajak yang di wakilkan untuk pendaftaran bobjek
pajak baru, akan tetapi orang yang mewakili tidak mengetahui secara
detile letak objek pajak yang akan di peroses, kerusakan pada _ystem
di akibatkan listrik yang sering padam, tumpang tindik kepemilikan
surat tanah, dan banyaknya wajib pajak yang melakukan transakst jual
beli tidak melaporkan ke desa sehingga SPPT PBB induk tidak
berkurang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama, hal yang sama
juga dikemukakan oleh informan pendukung, Kasubbid Pendataan BP2RD
mengemukakan bahwa :

“Administrasi pembayaran ketika terjadi gangguan jaringan
antara bank dan server SISMIOP, administrasi pendaftaran jauhnya
jarak dan letak subjek da objek PBB P2 dari BP2RD wilayah Dua dan
Tiga, dan belum adanya SDM yang memadai untuk tenaga penilai dan
tenaga pemeriksa pajak”.

Pernyataan informan pendukung tersebut diatas, juga diperkuat oleh
informan pendukung lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasubid

Penetapan BP2RD yang mengatakan bahwa:
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“Arus listrik yang tidak stabil, sementara untuk proses pelayanan
PBB sangat bergantung pada system yang terbubung dengan listrik
dan jaringan, sarana dan prasarana yang belum memadai karena
sampai dengan hari ini BP2ZRD masih bergantung di Kantor Bupati
Nunukan dan SDM yang berkompeten di bidang PBB”.

Sebagaimana yang dikemukakan informan pendukung tersebut diatas,
juga dikemukakan oleh informan pendukung lainnya berdasarkan hasil
wawancara dengan Kasubid Penagihan, Keberatan dan Banding yang
mengatakan bahwa :

“Persyaratan untuk pembuatan PBB P2 dari yang mengajukan
selaku objek pajak yang akan di jadikan wajib pajak tidak terpenuhi
sehingga terjadi pengembalian berkas agar dapat di lengkapi dan
terjadinya pemadaman listrik secara tiba tiba”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan pendukung diatas, juga
dikuatkan dengan pernyataan informan pendukung selaku pengelola basis
data berdasarkan hasil wawancara Operator Consule (OC) BP2RD yang
mengatakan bahwa :

“Tidak lengkapnya berkas permohonan wajib pajak dan adanya
perbaikan system (maintenance system) SIM PBB dan POS PBB yang
di sebabkan oleh jaringan karena kerusakan perangkat keras
(hardware) maupun perangkat lunak (soffware) yang terjadi
disebabkan oleh seringnya pemadaman listrik.”.

Untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan
wajib pajak sebagai informasi pembanding dengan pengelola pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak atas nama Ibu

Melly Jin. Radio bulan Agustus 2017 mengatakan bahwa :

“Tidak ada, karena kalau langsung kepelayanan PBB sepanjang
dokumen lengkap langsung dilayani™.

Pernyataan tersebut diatas diperkuat oleh informan pendukung wajib

pajak melalui hasil wawancara dengan Bhayu, Umur 27 Tahun, Jin. Tien
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Soeharto bulan Agustus 2017 yang mengatakan bahwa :

“Kalau untuk pelayanan administrasi tidak ada yang menghambat
sepanjang dokumen lengkap, yang kedua kantor BP2RD letaknya jauh
untuk wajib pajak melakukan proses pembuatan PBB”.

Komponen yang menghambat proses administrasi berdasarkan hasil
wawancara dengan pengelola pajak dan wajib pajak PBB terdapat 4 (empat)
indikator yang mempengaruhi antara lain: letak georafis, sarana dan
prasarana, validasi data, dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang
proses pembuatan PBB. Ini merupakan rangkaian kedala yang dihadapi baik
pengelola maupun wajib pajak itu sendiri. Hal ini seharusnya berjalan

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Devas dkk, (1989: 61-62)

bahwa Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (stability as a local

revenue source) ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak
harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama
dengan tempat akhir beban pajak.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan lahan
yang dimiliki akan berpengaruh besar terhadap sistem yang telah dibangun
oleh pemerintah. Hasil yang diperoleh masyarakat akan membantu
meningkatkan penghasilan masyarakat dan dapat berkontribusi terhadap
daerah tanpa merasa dibebani. Hal tersebut juga akan berjalan dengan baik
dengan melibatkan sumber daya aparatur yang ada di kecamatan untuk
memudahkan dalam hal pelayanan, pendistribusian dan pengawasan
sehingga apa yang diharapkan pemerintah melalui peraturan daerah yang
ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping

itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan sistem
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informasi pelayanan pajak yang digunakan sehingga mudah untuk diakses
secara transparan dengan tidak melanggar kaidah-kaidah perpajakan yang
dianut, pémuktahiran data untuk memperbaiki basis data, serfa memberikan
pemahaman pajak kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak
tanpa menggunakan jasa perantara yang rawan melakukan kecurangan juga
pemahaman agar wajib pajak kooperatif melaporkan transaksi jual beli
tanah, sehingga administrasi dapat berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arwaning Yunarti, Wilopo dan
Yuniandi Mayowan dalam penelitian yang berjudul Potensi Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kabupaten
Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) Bumi Yang Berlaku) mengemukakan bahwa: masih
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses administrasi PBB P2
diantaranya faktor keadilan yang memperhatikan kondisi masyarakat dan
faktor ekonomi yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat.

Menurut M.Iksan (2014:4.7) mengemukakan bahwa salah satu faktor
yang mempengaruhi prose administrasi adalah kejelasan dan kesederhanaan
dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrator dan
wajib pajak.

Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan peraturan PBB
P2?

Hasil penelitian terkait faktor-faktor apa saja yang menjadi

penghambat penerapan peraturan PBB P2 baik yang dikemukakan oleh

informan utama maupun informan pendukung adalah sebagai berikut :
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Hasil wawancara dengan informan utama, Kepala BP2RD

mengemukakan bahwa :
“Kurangnya SDM penilai sehingga pelaksanaan PBB P2 tidak
maksimal dan tidak ada sanksi yang menimbulkan efek jera terhadap
wajib pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan

utama, diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh informan

pendukung, Kasubbid Pendataan BP2RD mengemukakan bahwa:

“Belum adanya SDM yang memadai untuk tenaga penilai dan
tenaga pemeriksa pajak”.

Sebagaimana hal tersebut yang dikemukakan oleh informan
pendukung diatas, juga didukung dengan pernyataan informan pendukung
lainnya melalui hasil wawancara dengan Kasubbid Penetapan BP2RD yang
mengatakan bahwa :

“Banyaknya WP yang meminta kebijakan karena merasa
terbebani dengan kelas Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dikenakan,
kurangnya kesadaran WP untuk melaporkan data tanah dan bangunan
yang telah berubah, kurangnya SDM dan anggaran yang tersedia
untuk sepenuhnya melaksanakan aturan yang semestinya”.

Begitupula dengan hasil wawancara dengan informan pendukung
yang lain juga memperkuat informan diatas berdasarkan hasil wawancara
dengan Kasubid Penagihan, Keberatan dan Banding yang mengemukakan
bahwa :

“Belum diterapkannya sanksi-sanksi administrasi terkait
penindakan terhadap wajib pajak yang belum/tidak taat dalam
membayar pajak atau menolak khususnya pengawasan pemeriksaan
sampai dengan tingkat penyidikan tindak pidana, ada point pertama,
maka dibutuhkannya beberapa jabatan tertentu untuk mengakomodir
tindak pengawasan/pemeriksaan dan penyidik tindak pidana, masih
kurang pahamnya masyarakat dalam menganalisa apa itu PBB-P2, |
sehingga tidak mengerti akan kewajibannya selaku wajib pajak, efek
negatifiya adanya masyarakat yang acuh tak acuh dengan ‘
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diwajibkannya mendaftarkan diri jika telah memiliki tanah dan atau

bangunan, dan kurangnya implementasi akan sosialisasi ke

masyarakat khususnya masyarakat yang baru memiliki tanah atas
kepemilikan tanah terkait sehingga tidak mengerti”,

Pernyataan yang dikemukakan oleh informan pendukung diatas juga
didukung oleh inform an pendukung pengelola basis data berdasarkan hasil
wawancara dengan Operator Consule (OC) BP2RD yang mengatakan
bahwa :

' “Tidak adanya SDM untuk tenaga penilai dan tidak adanya SDM
tenaga juru sita”.

Untuk komponen penghambat peraturan PBB P2 berdasarkan hasil
wawancara dengan pengelola pajak terdapat 3 (tiga ) faktor kesamaan yang
dikemukakan oleh pengelola pajak antaralain: Sumber Daya Manusia
(SDM), regulasi dan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

Sejalan dengan berbagai masalah tentang SDM yang belum terpenuhi,
regulasi yang belum direvisi, dan kesadaran wajib pajak menelaah dari
konsep teori yang dikemukakan oleh Devas, dkk (1989: 61-62) bahwa
kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (stability as a local revenue
source) yang berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus
dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan
tempat akhir beban pajak.

Dalam hal ini BP2RD belum memiliki pegawai fungsional sebagai
tenaga penilai (yang menentukan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi)
dan tenaga pemeriksa pajak (yang berhak melakukan proses pemeriksaan
dan tuntutan secara hukum) berdasarkan Undang — Undang yang berlaku.
Regulasi yang memuat sanksi-sanksi yang tegas untuk membuat efek jera

terhadap wajib pajak serta meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.
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Dalam hal regulasi tentang pemungutan PBB P2, masih terdapat hal-
hal teknis yang dianggap perlu untuk dituangkan kedalam peraturan daerah
maupun peraturan bupati diantaranya pemberian tunjangan kepada
distributor SPPT PBB P2 yang telah memberikan SPPT PBB P2 kepada
wajib pajak juga kebijakan yang mengatur sanksi pajak secara tegas yang
dapat dilakukan oleh petugas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arwaning Yunarti, Wilopo dan
Yuniandi Mayowan dalam penelitian yang berjudul Potensi Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kabupaten
Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) Bumi Yang Berlaku) mengemukakan bahwa: faktor
sosial yang berhubungan dengan tingkat konflik masyarakat, faktor pola
pikir masyarakat dan faktor politis yang ada di pemerintah sangat
mempengaruhi faktor penghambat penerapan peraturan daerah.

Sementara menurut M.Iksan (2014:3.9) mengemukakan bahwa agar
pemungutan pajak dapat mencapai keadian dan kepastian hokum harus
memenuhj syarat-syarat yaitu tidak merugikan kemerdekaan individu dan
tidak merugikan perusahaan sehingga menghambat kelangsungan
perusahaan, pembagian beban pajak secara merata, tidak memuat
kekosongan yang dapat diselundupi dan tidak memakan biaya yang banyak.

Dengan demikian pajak yang ditetapkan kemudian bersifat umum dan
merata artinya tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban pajak,
pemungutan pajak harus memiliki dasarhukum yang berupa ketentuan

perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan bagi Negara maupun
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rakyat selaku pembayar pajak. Dasar hokum dalam pemungutan pajak harus
memberikan kejelasan mengepai hak-hak pemungut pajak (fiskus) serta

jaminan hukum dan perlindungan kepada wajib pajak.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten
Nunukan sangat dipengaruhi oleh akurasi data objek pajak dan wajib pajak
yang ada atau terekam di dalam sistem informasi manajemen objek pajak
(sismiop) PBB P2, karena basis data yang terekam di dalam sismiop sejak
peralihan dari KPP Pratama Tarakan ke perﬁerintah daerah kabupaten
Nunukan sejak tahun 2014 terdapat banyak objek pajak ganda, selain data
ganda juga ditemukan SPPT PBB P2 yang subjek pajaknya terekam di
dalam sistem namun di lapangan objek pajaknya tidak ditemukan begitu
juga sebaliknya terdapat objek pajak yang terekam di dalam sistem namun
subjek pajaknya tidak diketahui. Perekaman data yang belum akurat
tentunya mempengaruhi aspek kecukupan dan elastisitas bahwa kemampuan
untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan
yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan
pajaknya berkembang secara otomatis.

NJOP bumi yang digunakan dalam penetapan nilai PBB P2 sangat
rendah dan sudah tidak relevan dengan nilai jual tanah yang berlaku
sekarang, NJOP bumi yang digunakan masih menggunakan ketetapan
NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 1994.
Jika dilakukan penyesuaian NJOP berdasarkan harga jual tanah yang
relevan, maka akan terjadi penambahan penerimaan dari sektor PBB P2

dan sektor BPHTB yang sangat signifikan. Belum dilakukannya penetapan
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NJOP Bumi di Kabupaten Nunukan sangat mempengaruhi aspek keadilan
bahwa yang dikatakan adil apabila pengeluran pemerintah ditanggung
secara merata oleh masyarakat sesual dengan kesanggupan masing -
masing golongan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
merupakan pajak objektif yang pengenaannya tidak memperhatikan
kondisi subjek pajak. Apabila variabel keadilan ini yang dijadikan
pertimbangan pemerintah akan kehilangan potensi yang seharusnya
didapatkan.

Ditemukan kelemahan pada proses pendistribusian dan penagihan
PBB P2 dimana SPPT PBB P2 kebanyakan tidak sampai ke tangan wajib
pajak, hal ini bisa diatasi dengan melakukan pemberdayaan sumber daya
aparatur pemerintah yang ada di kecamatan-kecamatan maupun yang ada
di kelurahan-kelurahan.
Faktor yang menghambat potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya
PBB P2 dan belum memahami manfaat apa saya yang bisa didapatkan
dengan membayar PBB P2. Hal ini berkaitan dengan kurangnya sosialisasi
untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang proses
pembuatan PBB P2, proses perbaikan data, proses mutasi atau peralihan
hak atas tanah dan manfaat-manfaat lain yang bisa didapatkan oleh wajib
pajak apabila melakukan pembayaran PBB P2. Faktor yang mempengaruhi
kecukupan dan elastisitas pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, yaitu jumlah penerimaan PBB P2 yang menurun dari tahun ke
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tahun, data subjek dan objek pajak yang belum valid, pola pendistribusian
dan penagihan pajak yang belum maksimal.

Selain faktor tersebut di atas, secara internal faktor yang
mempengaruhi potensi penerimaan PBB P2 adalah kurangnya dukungan
sarana dan prasarana yang memadai misalnya kantor BP2RD yang tidak
representative untuk pelayanan karena terjadi penumpukan wajib pajak
pada saat melakukan proses pendaftaran baik PBB P2 maupun pajak
lainnya, pada sisi sumberdaya aparatur pemerintah, BP2RD belum
memiliki tenaga penilai untuk melakukan penetapan kenaikan NJOP Bumi
sehingga untuk melakukan penetapan NJOP bumi membutuhkan bantuan
pihak ketiga dan tenaga pemeriksa pajak untuk menindak lanjuti sanksi
yang harus dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar aturan yang
telah ditetapkan, sehingga untuk hal seperti ini harus menggunakan tenaga
pemeriksa pajak dari instansi lain. Secara teori yang dikemukakan oleh
Davey faktor tersebut termasuk dalam kemampuan Administrasi diaman
unsur-unsur pemenuban administrasi belum berjalan secara optimal.

Kenaikan NJOP Bumi yang belum dilaksanakan relevan terhadap
variabel Keadilan yang dikemukakan oleh Davey, dimana pengeluaran
Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan penerimaan PBB P2
disebabkan karena NJOP yang terlalu rendah dan sudah karena masih

mengacu pada penetapan NJOP tahun 1994.
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SARAN/KEGUNAAN

1.

Praktis.

a.

Menaikkan NJOP bumi karena dianggap tidak sesuai dengan
kondisi nilai jual objek pajak yang berlaku sekarang. NJOP
tidak mencerminkan nilai pasar yang wajar disetiap objek PBB,
sehingga perlu mengoptimalkan tenaga fungsional penilai yang
ada untuk memperbaharui atau menaikkan nilai NJOP
berdasarkan harga pasar dan pertumbuhan perekonomian yang
tentunya menjadi variabel kenaikan NJOP Bumi. Selain itn
dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten
dibidang penilaian untuk melakukan kenaikan NJOP Bumi.

Melakukan pola pendistribusian dan penagihan PBB P2 dengan
memanfaatkan sumber daya aparatur yang ada di kecamatan-
kecamatan, "kelurahan dan desa. Melalui petunjuk teknis
pengolahan pajak yang disusun berdasarkan Surat Keputusan
Bupati yang melibatkan Seksi Sosial Ekonomi dan Pendapatan
yang ada di Kecamatan, petugas kelurahan dan aparat desa
scbagai kolektor yang bertanggungjawab dalam  hal
pendistribusian dan penagihan PBB P2. Sehingga BP2RD
dalam hal ini hanya mengkordinir, memonitor serta
mengevaluasi hasil penerimaan PBB P2 berdasarkan luas
wilayah dan jumlah objek pajak yang ada di Kabupaten

Nunukan.
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Melakukan Verifikasi lapangan untuk memperbaiki basis data
yang ada di Sismiop dengan cara mendatangi setiap kelurahan
dan mendata ulang dan memetakan objek pajak bidang per
bidang yang dengan melibatkan ketua rukun tetangga (RT) yang
memahami wilayahnya. Kemudian hasil pendataan tersebut
diinput ulang apabila ada perubahan begitupula dengan bidang
yang baru.

Melakukan revisi Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati
sesuai dengan kebutuban organisasi. Hal — hal yang dianggap
belum tertuang kedalam regulasi yang ada dimasukkan,
sechingga dapat lebih memudahkan dalam pelaksanaan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan di Wilayah Kabupaten Nunukan.
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Lampiran No 2
Perlengkapan dan Peralatan yang tersedia
No | Jenis Jumlah
1 | Kendaraanroda4 2unit
2 | Kendaraanroda?2 18 unit
3 | Komputer PC 28 unit
4 | Laptop 16 unit
5 | Notebook 12 unit
6 | Monitor 1 unit
7 | Mesin ketik manual 1 unit
8 | Mesin ketik standar 2unit
8 | Printer 33 unit
9 | Hard Disk Sunit
10 | Global Positioning system Sunit
11 | Handy Talky 23 unit
12 | Porforasi 3 unit
13 | Alat Detektor Uang Palsu 1 unit
14 | Kamera 6 unit
15 | Kompas 4 unit
16 |Alat Ukur Sunit
17 (Proyektor+ Attachment 2untt
18 |Overhead Projektor 1 unit
19 |Kipas angin 1 unit
20 JACSplit 2 unit
21  |Kursibesi/metal 19 unit
22 |Kursi putar 7unit
23 |Meja biro 0 unit
24 |Alat penghancur kertas 2unit
25 |Server Junit
26 |Peralatan Studio Video dan Film Lain lain |1 unit

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
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KABID PERENCANAAN KABID PENDAFTARAN,
PENDAPATAN DAN PENDATAAN DAN
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o
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SEKSI PENAGIHAN,
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BANDING
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PENDAPATAN
SEKSI RETRIBUSI
D H SEKSI PENETAPAN

SEKSI DANA TRANSFER
DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN YG SAH
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PANDUAN LEMBAR WAWANCARA UNTUK INFORMAN
(PENGELOLA PAJAK)

JUDUL PENELITIAN :

ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN

NUNUKAN

Nama : H. Djainuddin, SH

Umur

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Instansi : BP2RD

Pendidikan Terakhir :S1

I. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Nunukan.
A. Kecukupan dan Elastisitas

1.

Menurut Bapak/Ibu, Apakah jumlah penerimaan PBB P2 mencukupi untuk
pembiayaan operasional Pelayanan PBB P2 itu sendiri?
Jawab : “Penerimaan Pajak PBB P2 di Kabupaten Nunukan dianggap

mencukupi, hal tersebut dapat dilihat dari indikator penerimaan PBB P2 dari
tahun 2014 s.d 2016 telah mencapai berdasarkan data yang ada kalau
diprosentasekan sebesar 90,21% dari target sebesar Rp. 4.757.412.000 (empat
milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu rupiah)
terealisasi sebesar Rp. 4.291.844.548 (empat milyar dua ratus Sembilan puluh
satu juta delapan ratus empat puluh empat lima ratus empat puluh delapan rupiah)

dalam kurun tiga (3) tahun terakhir.”
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2. Menurut bapak/Ibu, Upaya-upaya apa yang sudah atau akan dilakukan untuk

memenuhi meingkatkan penerimaan PBB P2?

Jawab : “Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan PBB
P2 sebenarnya sudah dilakukan setiap tahun seperti melakukan sosijalisasi Perda
dan perbup, kemudian memperbanyak informasi lagi kepada masyarakat tentang
penerbitan tanggal jatuh tempo baik melalui radio, spanduk, mempersyaratkan
PBB scbagai salah satu syarat agunan Bank, juga Pembuatan BPHTB dan
pembuatan sertifikat”

Menurut Bapak/Ibu, apakah terjadi perubahan-perubahan (elastisitas) dalam
penetapan tarif PBB P2?

Jawab : “ Bisa terjadi perubahan, penetapan tarif kita mengacu pada
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, maksimal tarif sebesar 0,30%
sedangkan untuk kabupaten Nunukan transaksi dibawah 1 M tarif 0,125% dan
datas 1 M tarif sebesar 0,20% itu tegantung masing-masing kebijakan daerah”.

B. Keadilan

1.

Menurut Bapak/Ibu, Apakah setiap Wajib Pajak PBB P2 dianggap sudah mampu
membayar tariff pajak PBB P2 yang sudah ditetapkan?

Jawab : “ Mampu, karena NJOP Bumi untuk Kabupaten Nunukan
belum mengalami kenaikan, masih berdasarkan NJOP Kabupaten Bulungan yang
kurang lebih dua puluh tiga (23) tahun yang lalu”.

Menurut Bapak/Ibu, Manfaat apa saja yang dapat diterima oleh wajib pajak yang
telah melakukan pembayaran PBB P2?

Jawab : “Manfaatnya yang dapat dirasakan oleh WP antaralain : Menjadi
salah satu persyaratan peminjaman di bank (agunan), menjadi persyaratan izin
usaha, menjadi persyaratan sertifikat, untuk kasus sengketa tanah, pihak yang
bersengketa dan aktif membayar PBB P2nya menjadi dasar pertimbangan kuat
bagi hakim dalam pengadilan pajak untuk mendapatkan pengakuan hak

kepemilikan dan sebagai salah satu persyaratan transaksi jual beli”,

C. Kemampuan Administrasi

I

Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses administrasi PBB P2?
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Jawab : “Proses pelayanan PBB P2 kita menggunakan Sismiop (Sistem
Manajemen Informasi Objek Pajak) sehingga Kabupaten Nunukan sudah terarah
dalam pengelolaan PBB P2. Adapun jenis pelayanan antara lain : Pendaftaran
Objek Pajak baru, Mutasi/ balik nama, pembetulan objek pajak dll. Sistem ini juga
terhubung dengan bank-bank persepsi yang ada di kecamatan sehingga untuk
pembayaran PBBnya wajib pajak tidak periu ke Kantor Cabang yang berada di
ibu kota Kabupaten Nunukan”,

D. Kesepakatan Politis
1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana penerapan peraturan daerah tentang PBB P2?

Jawab : “Pelaksanaan PBB P2 sudah dilaksanakan sesuai dengan Perda
Nomor 18 tahun 2013 dan perubahan atas perda nomor 17 tahun 2015, baik tarif
maupun tahapan-tahapan pelaksanaan sudah mengacu pada perda yang
ditetapkan”.

2. Apakah peraturan daerah tersebut dianggap sudah sesvai atau perlu dilakukan
perubahan?

Jawab : “Dianggap perlu dilakukan perubahan, disebabkan karena nilai
transaksi jual beli sudah tidak sesuai dengan nilai NJOP Bumi dan Bangunan yang
ada di SISMIOP”. ~

1I. Faktor yang menghambat potensi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
A. Kecukupan dan Elastisitas
1. Faktor Apa saja yang menghambat kecukupan atau ketidakcukupan penerimaan
PBB P2?

Jawab : “Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB P2,
kurangnya sosialisasi karna faktor geografis wilayah nunukan yang terpisah,
rendahnya NJOP Bumi Bangunan menyebabkan masyarakat mengabaikan
pembayaran pajak karena biaya operasional lebih tinggi daripada nilai pajak
terutang dan SPPT PBB P2 tidak sampai ketangan wajib pajak”.

2. Menurut bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakmampuan wajib
pajak untuk membayar PBB P2?

Jawab : “wilayah geografis dan terbatasnya bank persepsi (bank kaltim)

diwilayah tersebut membuat wajib pajak malas untuk melakukan pembayaran
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contoh Krayan dan Lumbis Ogong SPPT PBB yang tidak sampai ketangan wajib
pajak”.
. Menurut Bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menghambat proses admnistrasi PBB
P27

Jawab : “Banyak wajib pajak yang di wakilkan untuk pendaftaran bobjek
pajak baru, akan tetapi orang yang mewakili tidak mengetahui secara detile letak
objek pajak yang akan di peroses, kerusakan pada sistem di akibatkan listrik yang
sering padam, tumpang tindik kepemilikan surat tanah, dan banyaknya wajib
pajak yang melakukan transaksi jual beli tidak melaporkan ke desa sehingga SPPT
PBB induk tidak berkurang”.
. Menurut Bapak, Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan peraturan
PBB P2?

Jawab : “Kurangnya SDM penilai sehingga pelaksanaan PBB P2 tidak
maksimal dan tidak ada sanksi yang menimbulkan efek jera terhadap wajib
pajak”.
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PANDUAN LEMBAR WAWANCARA UNTUK INFORMAN
(WAJIB PAJAK)

JUDUL PENELITIAN :
ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN

NUNUKAN
1. Nama : Melly
2. Umur : 47 Tahun
3. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Jabatan :-
5. Instansi/Alamat : JI. Radio Kelurahan Nunukan Utara

6. Pendidikan Terakhir :SMA

I.  Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Nunukan.
1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Tarif PBB P2 sudah sesuai dengan kemampuan wajib
pajak?
Jawab : “Sudah sesuai, karena wajib pajak kan harus membayar pajak
untuk pembangunan Kabupaten Nunukan”.
2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah tariff pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak?
Jawab : “Manfaat yang dirasakan melihat dari pembangunan yang ada di
Kabupaten Nunukan”.
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses administrasi pelayanan PBB P27
Jawab : “Mudah, tidak dipersulit dan lancar.”
II. Faktor yang menghambat potensi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
1. Menurut Bapak/Ibu, Faktor Apa saja yang menghambat proses administrasi pelayanan
PBB P2?
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Jawab : “tidak ada, karena kalau langsung kepelayanan PBB sepanjang
dokumen lengkap langsung dilayani”.

2. Menurut bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakmampuan wajib pajak
untuk membayar PBB P2?
Jawab : “Menurut saya wajib pajak bukannya tidak mampu untuk
membayar, tetapi SPPT PBB yang tidak sampai ke tangan wajib pajak sehingga
membuat kita malas untuk membayar PBB”.
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PANDUAN LEMBAR WAWANCARA UNTUK INFORMAN
(PENGELOLA PAJAK)

JUDUL PENELITIAN :
ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN

NUNUKAN
1. Nama : Murfidah Kaca, ST
2. Umur : 40 Tahun
3. Pekerjaan : PNS
4. Jabatan : Kepala Sub Bidang Penetapan BP2RD
5. Instansi : BP2ZRD

6. Pendidikan Terakhir :S1

I. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Nunukan,
A. Kecukupan dan Elastisitas .
I. Menurut Bapak/lbu, Apakah jumlah penerimaan PBB P2 mencukupi untuk
pembiayaan operasional Pelayanan PBB P2 itu sendiri?

Jawab : “Sebenarnya cukup walaupun penerimaan tersebut tidak mesti
untuk pembiayaan operasional PBB itu sendiri, karena proses penerimaan hanya
melalui rekening kas daerah jadi tidak mutlak realisasi penerimaan PBB untuk itu,
akan tetapi juga membiayai kegiatan-kegiatan dalam APBD”.

2. Menurut bapak/Ibu, Upaya-upaya apa yang sudah atau akan dilakukan untuk
memenuhi meingkatkan penerimaan PBB P2?
Jawab : “Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pajak PBB P2

yaitu memaksimalkan pemutakhiran dengan melaksanakan Perlap (sudah

berjalan), Mengupdate NJOP dengan menggunakan tenaga penilai; (belum
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berjalan), menyiapkan SDM yang berkompeten (mengikutkan pendidikan) tenaga
penilai dan pemeriksa pajak (belum berjalan) dan memperbaiki administrasi
maksudnya disini  kita menyempurnakan sistem yang sudah ada, agar
memudahkan WP untuk mengakses seberapa besar jumlah tagihan PBBnya
menyesuaikan perkembangan zaman (era digitalisasi); (belum dilaksanakan) serta
menciptakan suasana yang nyaman terhadap Wajib Pajak (Pelayanan Prima)”.

Menurut Bapak/Ibu, apakah terjadi perubahan-perubahan (elastisitas) dalam
penetapan tarif PBB P2?

Jawab : “akan ada perubahan karena mengikuti hasil verlap dan kenaikan
NJOP Bumi sehingga perubahan terhadap tarif akan mengikuti”.

B. Keadilan

I.

Menurut Bapak/Ibu, Apakah setiap Wajib Pajak PBB P2 dianggap sudah mampu
membayar tariff pajak PBB P2 yang sudah ditetapkan?

Jawab : “ untuk tarif yang berlaku sekarang dianggap mampu karena
tarifnya masih mengikuti penetapan NJOP lama (Kabupaten Bulungan) dengan
harga pasar yang sudah tidak realistis dengan kondisi sekarang, misainya harga
tanah di kelurahan Nunukan Timur pada tahun 1994 Cuma 150 ribu per meter

sedangkan sekarang sudah berkisar 2 juta per meter”.

"Menurut Bapak/Ibu, Manfaat apa saja yang dapat diterima oleh wajib pajak yang

telah melakukan pembayaran PBB P2?

Jawab : “Sebagai syarat pembuatan BPHTB, Sebagai persyaratan agunan
di bank, Sebagai persyaratan pembuatan sertifikat, juga Sebagai persyaratan
pembuatan IMB”.

C. Kemampuan Administrasi

1.

Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses administrasi PBB P2?

Jawab : “proses administrasi belum terlalu baik karena tidak stabilnya
arus listrik yang kadang menyebabkan rusaknya sistem sehingga menghambat
administrasi pelayanan PBB P2”.
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D. Kesepakatan Politis
1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana penerapan peraturan daerah tentang PBB P2?

Jawab : “penerapan Peraturan Daerah sudah berjalan dengan baik, karena
sudah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya”.

2. Apakah peraturan daerah tersebut dianggap sudah sesuai atau perlu dilakukan
perubahan?

Jawab : “Dianggap masih perlu dilakukan penyempurnaan karena masih
ada beberapa tahapan yang harus dimasukkan sesuai dengan kondisi sekarang”,

II. Faktor yang menghambat potensi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.,
A. Kecukupan dan Elastisitas

1. Faktor Apa saja yang menghambat kecukupan atan ketidakcukupan penerimaan
PBB P2?
Jawab : “Pola pendistribusian dan pemungutan PBB P2 belum optimal

karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB P2 yang tidak sampai ke
wajib pajak”.

2. Menurut bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakmampuan wajib
pajak untuk membayar PBB P27
Jawab : “Karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB P2

yang tidak sampai ke wajib pajak, pola pendistribusian dan pemungutan PBB P2
belum optimal, karena nanti ada kebutuhan persyaratan PBB wajib pajak baru
melakukan pembayaran, karena jumlah tagihan lebih sedikit dibanding biaya
transportasi yang di keluarkan untuk membayar pajak dan wajib pajak merasa
kondisi bangunan yang dia miliki lebih sederhana namun pembayaran PBB nya
lebih tinggi dibanding bangunan mewah milik tetangga (wajib pajak tidak

melaporkan data bangunan yang terbaru sehingga SPPT rendah)”.
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3. Menurut Bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menghambat proses admnistrasi PBB
P2?

Jawab : “Arus listrik yang tidak stabil, sementara untuk proses pelayanan
PBB sangat bergantung pada system yang terhubung dengan listrik dan jaringan,
sarana dan prasarana yang belum memadai karena sampai dengan hari ini BP2RD
masih bergantung di Kantor Bupati Nunukan dan SDM yang berkompeten di
bidang PBB”

4. Menurut Bapak, Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan peraturan
PBB P2? '

Jawab : “Banyaknya WP yang meminta kebijakan karena merasa
terbebani dengan kelas Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dikenakan, kurangnya
kesadaran WP untuk melaporkan data tanah dan bangunan yang telah berubah,
kurangnya SDM dan anggaran yang tersedia untuk sepenuhnya melaksanakan

aturan yang semestinya”.
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PANDUAN LEMBAR WAWANCARA UNTUK INFORMAN
(WAJIB PAJAK)

JUDUL PENELITIAN :
ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN

NUNUKAN
1. Nama : Bhayu
2. Umur : 35 Tahun
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4, Jabatan i-
5. Instansi/Alamat : JL. Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur

6. Pendidikan Terakhir :8S1

I.  Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Nunukan.
1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Tarif PBB P2 sudah sesuai dengan kemampuan wajib
pajak? |

Jawab : “Mampu karena pembayaran yang ada di SPPT PBB bisa
dibayarkan dan tidak memberatkan”.

2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah tariff pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak?

Jawab : “Manfaat yang dirasakan dapat digunakan sebagai persyaratan
agunan di bank, pembuatan sertifikat dan pembangunan yang ada di kabupaten
nunukan berasal dari pajak”.

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses administrasi pelayanan PBB P27

Jawab : “Memuaskan, karena kita dilayani dengan baik”.

II. Faktor yang menghambat potensi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
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1. Menurut Bapak/Ibu, Faktor Apa saja yang menghambat proses administrasi pelayanan
PBB P2?

Jawab : “Kalau untuk pelayanan administrasi tidak ada yang
menghambat sepanjang dokumen lengkap, yang kedua kantor BP2RD letaknya jauh
untuk wajib pajak melakukan proses pembuatan PBB”.

2. Menurut bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakmampuan wajib pajak
untuk membayar PBB P2?

Jawab : “Kalau saya tidak membayar PBB P2 itu disebabkan karena saya

lupa™.
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PANDUAN LEMBAR WAWANCARA UNTUK INFORMAN
(PENGELOLA PAJAK)

JUDUL PENELITIAN :
ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN

NUNUKAN
1. Nama : Nuralang, S. Sos
2. Umur
3. Pekerjaan : PNS
4. Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan BP2RD
5. Instansi : BP2RD
6. Pendidikan Terakhir :S2

1. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Nunukan.
A. Kecukupan dan Elastisitas
1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah jumlah penerimaan PBB P2 mencukupi untuk
pembiayaan operasional Pelayanan PBB P2 itu sendiri?

Jawab : “Cukup, itu bisa dilihat dari jumlah realisasi penerimaan Pajak
PBB P2 tentunya dari tahun 2014 sampai dengan 2016 lebih besar dari pada pagu
anggaran untuk operasional PBB P2, itn berdasarkan data pagu dan realisasi
walaupun realisasi penerimaan PBB yang lebih kecil dibanding target”™.

2. Menurut bapak/Ibu, Upaya-upaya apa yang sudah atau akan dilakukan untuk
memenuhi meingkatkan penerimaan PBB P2?
Jawab : “Upaya yang sudah dan akan dilakukan untuk meningkatkan
penerimaan PBB P2 adalah yang pertama melakukan verifikasi lapangan(verlap),
untuk menjaring semua objek pajak PBB P2 yang sesuai dengan Kondisi lapangan

dan perbaikan luas tanah dan bangunan bagi yang sudah ada, yang kedua
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menaikkan NJOP Bumi, karena selama ini belum pernah ada kenaikan NJOP
Bumi sejak peralihan dari KPP Tarakan ke kabupaten Nunukan sampai dengan
sekarang, yang ketiga melakukan penyisiran dari pintu ke pintu setelah tanggal
jatuh tempo SPPT PBB Tahun Anggaran berjalan dan yang keempat melakukan

sosialisasi di kecamatan-kecamatan agar wajib pajak sadar membayar pajak untuk

pembangunan”.
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah terjadi perubahan-perubahan (elastisitas) dalam
penetapan tarif PBB P2?
Jawab : “Belum ada perubahan karena sampai saat ini belum ada
kenaikan NJOP Bumi”.
B. Keadilan

1. Menurut Bapak/Tbu, Apakah setiap Wajib Pajak PBB P2 dianggap sudah mampu
membayar tariff pajak PBB P2 yang sudah ditetapkan?
Jawab : “menurut saya mampu, karena sebenarnya tarif sangat murah
yang disebabkan belum ada kenaikan NJOP Bumi”,
2. Menurut Bapak/Ibu, Manfaat apa saja yang dapat diterima oleh wajib pajak yang
telah melakukan pembayaran PBB P27
Jawab : “Merasakan pembangunan yang dibiayai oleh pajak dan sebagai
dasar untuk pembuatan sertifikat”.
C. Kemampuan Administrasi
1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses administrasi PBB P2?
Jawab : “proses administrasi terdiri dari penerbitan SPPT, administrasi
perubahan objek pajak (nama/ luas bangunan) dan penerbitan SK NJOP.”
D. Kesepakatan Politis
1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana penerapan peraturan daerah tentang PBB P2?
Jawab : “sebenarnya sudah berjalan cukup baik, walaupun perda dan
perbub PBB yang diterbitkan pada tahun 2013 dan ada lagi perubahan perda di
tahun 2015”.
2. Apakah peraturan daerah tersebut dianggap sudah sesuai atau perlu dilakukan
perubahan?
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Jawab : “perlu dilakukan revisi sesuai dengan kondisi sekarang dengan
adanya perubahan nomenklatur dan hal-hal yang dianggap perlu dan belum
dimasukkan kedalam regulasi sebelumnya”.

II. Faktor yang menghambat potensi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
A. Kecukupan dan Elastisitas
1. Faktor Apa saja yang menghambat kecukupan atau ketidakcukupan penerimaan
PBB P2?

Jawab : “Piutang PBB, karena pada saat peralihan dari pusat kedaerah
sudah membebankan piutang sebesar.... Dari tiap tahun piutang bertambah karena
pengenaan denda sebesar 2% tiap tahun, dan kurangnya kesadaran wajib pajak
untuk membayar PBB karna menganggap PBB tidak bermanfaat langsung untuk
kepentingan pribadi pada saat itu”.

2. Menurut bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakmampuan wajib
pajak untuk membayar PBB P2?

Jawab : “Wajib pajak menunda-nunda/menyepelehkan pembayaran PBB
karena jumlah yang harus dibayar terlalu rendah, jaringan sistem pembayaran
antara bank persepsi dengan server SISMIOP ketika mengalami gangpuan, dan
wajib pajak mengabaikan karena merasa belum membutuhkan untuk pengurusan
administrasi yang lain”.

3. Menurut Bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menghambat proses admnistrasi PBB
P2?

Jawab : “Administrasi pembayaran ketika terjadi gangguan jaringan
antara bank dan server SISMIOP, administrasi pendafiaran jauhnya jarak dan
letak subjek da objek PBB P2 dari BP2RD wilayah Dua dan Tiga, dan belum
adanya SDM yang memadai untuk tenaga penilai dan tenaga pemeriksa pajak”.

4. Menurut Bapak, Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan peraturan
PBB P27
Jawab : “belum adanya SDM yang memadai untuk tenaga penilai dan

tenaga pemeriksa pajak”
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PANDUAN LEMBAR WAWANCARA UNTUK INFORMAN
(PENGELOLA PAJAK)

JUDUL PENELITIAN :
ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN

NUNUKAN
1. Nama : Syahrullah, SE
2. Umur : 36 Tahun
3. Pekerjaan : PNS
4. Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan Keberatan dan Banding
5. Instansi : BP2RD
6. Pendidikan Terakhir :8I1

. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Nunukan.
A. Kecukupan dan Elastisitas .
1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah jumlah penerimaan PBB P2 mencukupi untuk
pembiayaan operasional Pelayanan PBB P2 itu sendiri?

Jawab : “cukup, tergantung perkembangan tahun karena setiap tahun
adakalanya penambahan kegiatan untuk program kegiatan PBB”.

2. Menurut bapak/Ibu, Upaya-upaya apa yang sudah atau akan dilakukan untuk
memenuhi meingkatkan penerimaan PBB P2?

Jawab : “Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan
PBB P2 dengan melakukan verifikasi lapangan, penagihan piutang dan penyisiran
pbb p2 sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo”.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah terjadi perubahan-perubahan (elastisitas) dalam
penetapan tarif PBB P27
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Jawab : “Tidak ada perubahan, disebabkan perda yang digunakan
mengacu pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retirbusi Daerah”.

B. Keadilan
1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah setiap Wajib Pajak PBB P2 dianggap sudah mampu
membayar tariff pajak PBB P2 yang sudah ditetapkan?

Jawab : “Tidak, disebabkan tidak memiliki dana. Contoh memiliki tanah
yang banyak hanya untuk berkebun saja, bahkan ada tidak dimanfaatkan sehingga
tidak mampu untuk membayar objek pajak yang sudah ditetapkan”.

2. Menurut Bapak/Tbu, Manfaat apa saja yang dapat diterima oleh wajib pajak yang
telah melakukan pembayaran PBB P2?

Jawab : “Manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak dengan
menikmati hasil pembangunan/ penggunaan jalan yang disediakan dan lain-lain
juga sebagai persyaratan peminjaman dana ke bank”.

C. Kemampuan Administrasi
1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses administrasi PBB P2?

Jawab : “Proses administrasi PBB P2 menggunakan beberapa pola
antaralain: untuk pendistribusian SPPT disampaikan ke kelurahan/ desa untuk
disortic kemudian hasil lansiran diteruskan ke ketua rt/ kepala desa untuk
disampaikan ke wajib pajak. Sedangkan untuk pelayanan pendaftaran baru harus
melengkapi persyaratan yang ada, kemudian di input dan dicetak”.

D. Kesepakatan Politis
1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana penerapan peraturan daerah tentang PBB P2?

Jawab : “ya, sesuai dengan peraturan daerah yang berfaku.”

2. Apakah peraturan daerah tersebut dianggap sudah sesuai atau perlu dilakukan
perubahan?

Jawab : “Tidak perlu perubahan karena peraturan daerah yang digunakan
mengacu pada Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD”.

1l. Faktor yang menghambat potensi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
A. Kecukupan dan Elastisitas
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1. Faktor Apa saja yang menghambat kecukupan atau ketidakcukupan penerimaan
PBB P2?
Jawab : “Kurang pahamnya masyarakat atau wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak khususnya PBB P2, penyortiran
surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang dilangsir oleh Lurah/Desa dan
disampaikan oleh ketua RT kepada wajib pajak tidak sampai atau tidak di terima
oleh wajib pajak, dan alamat wajib pajak (subjek pajak) berubah sehingga
penyampaian SPPT tidak tidak sampai, wajib pajak tidak mau membayar pajak
karena merasa sudah melunasi pajak tersebut tanpa memberikan atau
memperlihatkan bukti lunas kepada petugas pajak saat ditagihkan, adanya
transaksi jual beli tanah atas kepemilikan dan tidak melaporkan perubahan status
pada objek pajak (PBB) sehingga pihak pembeli tidak mau menanggung piutang
PBB yang belum dibayar dan letak objek pajak tidak jelas/diketahui sehingga RT
tidak dapat menyampaikan SPPT PBB”.

2. Menurut bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakmampuan wajib
pajak untuk membayar PBB P2?
Jawab : “Pendistribusian SPPT PBB tidak sampai ke tangan wajib pajak,

wajib pajak merasa tidak mempunyai kepentingan terhadap bukti pembayaran
PBB P2, dan wajib pajak merasa malas untuk membayar PBB P2 kalau sudah
menunggak”.

3. Menurut Bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menghambat proses admnistrasi PBB
pP2?
Jawab : “Persyaratan untuk pembuatan PBB P2 dari yang mengajukan

selaku objek pajak yang akan di jadikan wajib pajak tidak terpenuhi sehingga
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terjadi pengembalian berkas agar dapat di lengkapt dan terjadinya pemadaman
listrik secara tiba tiba”.

. Menurut Bapak, Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan peraturan
PBB P2?

Jawab : “Belum diterapkannya sanksi-sanksi administrasi terkait
penindakan terhadap wajib pajak yang belum/tidak taat dalam membayar pajak
atau menolak khususnya pengawasan pemeriksaan sampai dengan tingkat
penyidikan tindak pidana, ada point pertama, maka dibutuhkannya beberapa
jabatan tertentu untuk mengakomodir tindak pengawasan/pemeriksaan dan
penyidik tindak pidana, masih kurang pahamnya masyarakat dalam menganalisa
apa itu PBB-P2, sehingga tidak mengerti akan kewajibannya selaku wajib pajak,
efek negatifnya adanya masyarakat yang acuh tak acuh dengan diwajibkannya
mendaftarkan diri jika telah memiliki tanah dan atau bangunan, dan kurangnya
implementasi akan sosialisasi ke masyarakat khususnya masyarakat yang baru
memiliki tanah atas kepemilikan tanah terkait sehingga tidak mengerti”.
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PANDUAN LEMBAR WAWANCARA UNTUK INFORMAN
(PENGELOLA PAJAK)

JUDUL PENELITIAN :
ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN

NUNUKAN
1. Nama : Rudi Darmawan
2. Umur
3. Pekerjaan : PNS
4. Jabatan : Operator Consule (OC) BP2RD
5. Instansi : BP2RD

6. Pendidikan Terakhir :D1

I. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam’ peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Nunukan.
A. Kecukupan dan Elastisitas ‘
1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah jumlah penerimaan PBB P2 mencukupi untuk
pembiayaan operasional Pelayanan PBB P2 itu sendiri?
Jawab : “untuk tabun 2014 s/d tahun 2016 mencukupi untuk membiayai

operasional PBB berdasarkan besarnya pagu anggaran yang ditetapkan untuk
program dan kegiatan pelaksanaan PBB P2”.

2. Menurut bapak/Ibu, Upaya-upaya apa yang sudah atau akan dilakukan untuk
memenuhi meingkatkan penerimaan PBB P2?

Jawab : “Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan
PBB P2 yaitu: Melakukan pendataan dan penagihan piutang sebelum dan sesudah
tanggal jatuh tempo yang ditentukan kemudian yang keduanya melakukan perlap

(verifikasi lapangan) untuk memaksimalkan pemuktahiran data”.
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3. Menurut Bapak/Ibu, apakah terjadi perubahan-perubahan (elastisitas) dalam
penetapan tarif PBB P2?

Jawab : “mengalami perubahan menyesnaikan dengan Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur penentuan Tidak Kena Pajak (TKP) dan
tarif PBB P2”.

B. Keadilan
1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah setiap Wajib Pajak PBB P2 dianggap sudah mampu
membayar tariff pajak PBB P2 yang sudah ditetapkan?

Jawab : “Iya, karena tarif pajak masih tergolong rendah, dimana tarif 0-1
M hanya dikenakan 0,125 % dan diatas 1 M hanya dikenakan 0,20 %. Sementara
menurut Undang-undang 28 tahun 2009 tarif maksimal untuk PBB P2 sebesar
0,30 %".

2. Menurut Bapak/Ibu, Manfaat apa saja yang dapat diterima oleh wajib pajak yang
telah melakukan pembayaran PBB P2?

Jawab : “Manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak bisa digunakan
untuk persyaratan administrasi BPHTB, Untuk syarat agunan di bank dan sebagai
syarat izin usaha”.

C. Kemampuan Administrasi
1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana proses administrasi PBB P2?

Jawab : “proses administrasi PBB P2 sudah berjalan dengan baik, mulai
administrasi pelayanan, penetapan dan penerbitan SPPT. Jenis administrasinya
antaralain: administrasi objek pajak baru, mutasi, salinan SPPT, Keberatan dan
pembetulan objek pajak”.

D. Kesepakatan Politis
1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana penerapan peraturan daerah tentang PBB P2?

Jawab : “Sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada mengacu pada
UU 28 Tahun 2009”.

2. Apakah peraturan daerah tersebut dianggap sudah sesuai atau perlu dilakukan
perubahan?
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Jawab : “perbub dianggap perlu untuk direvisi karena belum dituangkan
aturan tentang restitusi (pengembalian pembayaran) dan kompensasi
(pengembalian langsung)”.

Il. Faktor yang menghambat potensi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
A. Kecukupan dan Elastisitas
1. Faktor Apa saja yang menghambat kecukupan atan ketidakcukupan penerimaan
PBB P2?

Jawab : “Data subjek pajak (SP) maupun Objek Pajak (OP) yang sudah
tidak valid, karena tanah induk sudah banyak dilakukan pelepasan hak namun data
disistem PBB belum berubah, adanya data piutang yang diserahkan dari KPP
Pratama yang sudah tidak dapat ditagihkan karena OP ganda penerbitannya,
adanya objek pajak yang subjek pajak tidak diketahui, dan adanya Subjek Pajak
yang Objek Pajak tidak ada”.

2. Menurut bapak/Ibu, Faktor apa saja yang mehyebabkan ketidakmampuan wajib
pajak untuk membayar PBB P2?

Jawab : “Kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran wajib pajak”.

3. Menurut Bapak/Ibu, Faktor apa saja yang menghambat proses admnistrasi PBB
P2?

Jawab : “Tidak lengkapnya berkas permohonan wajib pajak dan adanya
perbaikan system (maintenance system) SIM PBB dan POS PBB yang di
sebabkan oleh jaringan karena kerusakan perangkat keras (hardware) maupun
perangkat lunak (software) yang terjadi disebabkan oleh seringnya pemadaman
listrik.”.

4. Menurut Bapak, Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan peraturan
PBB P2?
Jawab : “Tidak adanya SDM untuk tenaga penilai dan tidak adanya SDM

tenaga juru sita”.
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